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Motto 

“Jangan pernah menyerah terhadap apapun yang dilakukan. 

Walupun pernah jatuh teruslah bangkit dan berusaha lagi karena 

Allah menyayangi orang yang sabar. 

Dan usaha tidak akan pernah menghianati hasil“  

(Meldawati) 

 

نسَانِ إِلََّّ مَا سَعَى  وَأَن لَّيْسَ لِلِْْ
 وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُ رَى

 ثمَُّ يُجْزَاهُ الْجَزَاء الَْْوْفَى
“Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah 

diusahakannya, dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan 

diperlihatkan (kepadanya), kemudian akan diberi balasan 

kepadanya dengan balasan yang paling sempurna.”  

(Q.S An-Najm: 39-41) 
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ABSTRAK 

 

Pelaksanaan Akad Wakalah Bil Ujrah pada produk Amanah Atas Perjanjian 

Kerjasama Antara PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang 

 Sekip Bengkulu Dengan PT. Jasaraharja Putera Syariah Kantor  

Cabang Bengkulu 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan akad wakalah 

bil ujrah pada produk amanah  atas perjanjian kerjasama  antara PT. Pegadaian 

(Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu dengan PT. Jasaraharja Putera 

Kantor Cabang Bengkulu dan untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap 

pelaksanaan akad wakalah bil ujrah yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) 

Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu dengan PT. Jasaraharja Putera Kantor 

Cabang Bengkulu. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Fiel Research) 

dengan menggunakan metode kualitatif. Data yang digunakan pada penelitian ini 

yaitu data primer yang diperoleh dari wawancara, data sekunder yang diperoleh 

dari buku, skripsi, dan jurnal yang berhubungan masalah penelitian. Hasil 

penelitian ditemukan yaitu : mekanisme pelaksanaan  akad wakalah bil ujrah  

oleh PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu Dengan 

PT. Jasaraharja Putera Kantor Cabang Bengkulu adalah nasabah yang mengajukan 

produk amanah akan diasuransikan PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang 

Simpang Sekip Bengkulu kepada PT. Jasaraharja Putera Kantor Cabang Bengkulu 

dengan menggunakan akad wakalah bil ujrah. Adapun tinjauan ekonomi Islam 

terhadap pelaksanaan akad wakalah bil ujrah yang dilakukan oleh PT. Pegadaian 

(Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu dengan PT. Jasaraharja Putera 

Kantor Cabang Bengkulu belum sesuai dengan prinsip ekonomi Islam karena 

masih mengandung unsur gharar. 

 

 

Kata Kunci: Wakalah bil ujrah, Produk Amanah 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Gadai syariah atau dalam istilah Islam disebut rahn adalah menjadikan 

barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara’ sebagai 

jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang 

atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu. Gadai dalam fiqh 

disebut rahn yang menurut bahasa adalah nama barang yang dijadikan sebagai 

jaminan kepercayaan.
1
 Gadai dalam istilah hukum Islam disebut dengan rahn 

(barang jaminan) yang merupakan sarana saling tolong menolong bagi umat 

islam tanpa adanya imbalan jasa.
2
 Gadai syariah memiliki karakteristik seperti, 

tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang 

sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan 

melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan atau bagi hasil. 

Seiring dengan kegiatan ekonomi yang semakin pesat seperti saat ini, 

kebutuhan akan pendanaan pun semakin meningkat. Kebutuhan pendanaan 

tersebut sebagian besar dapat dipenuhi melalui kegiatan pinjam meminjam. 

Kegiatan pinjam meminjam ini dilakukan oleh perseorangan atau badan 

hukum dengan suatu lembaga, baik lembaga informal maupun formal. Apabila 

masyarakat ingin mendapatkan pinjaman maka masyarakat dapat memberikan 

                                                           
1
 Abdul Ghofur Anshori, Gadai Syariah di Indonesia: Konsep, Implementasi, dan 

Institusionalisasi. cet. pertama, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005), h. 88 
2
 Muhammad Sholikul Hadi, Pegadaian Syariah, edisi pertama, (Jakarta: Salemba 

Diniyah, 2003), h. 3 
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jaminan berupa barang anggunan kepada pihak pegadaian syariah. Prosedur 

untuk memperoleh kredit gadai syariah sangat sederhana, masyarakat hanya 

menunjukan bukti identitas diri dan barang bergerak sebagai jaminan,uang 

pinjaman dapat diperoleh dalam waktu yang relatif tidak lama. Begitupun 

untuk melunasi pinjaman, nasabah cukup dengan menyerahkan sejumlah uang 

dan surat rahn saja dengan proses yang sangat singkat. Menurut istilah syara’, 

yang dimaksud denga rahn ialah menjadikan suatu benda bernilai menurut 

pandangan syara’ sebagai tanggungan  utang, dengan adanya benda yang 

menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian utang yang dapat diterima.  

Gadai sebagai lembaga yang melindungi barang dari nasabah tidak mau 

mengambil resiko kerugian sehingga mengakibatkan pihak pengadaian ekstra 

hati-hati dengan cara memproteksi resiko kerugian yang akan mungkin terjadi, 

sehingga pihak gadai bekerjasama dengan lembaga asuransi untuk 

kepentingan pihak gadai beserta nasabahnya. Untuk berjaga-jaga yang 

mungkin akan terjadi kepada nasabah (seperti hilangnya angunan nasabah 

yang diberikan atau angunannya mengalami kerusakan akibat bencana alam, 

dan lain-lain), pengadaian berusaha memberikan perlindungan, namun 

manusia hanya bisa berusaha , berserah diri, berdoa dan berikhtiar  tetapi 

semua adalah ketentuan Allah. Untuk mengurangi resiko dan dampak 

keuangan yang mungkin terjadi. Upaya tersebut sering kali tidak sesuai, 

sehingga tercipta kebutuhan akan mekanisme mengalihkan resiko melalui 

konsep asuransi.  
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Dalam pengelolaan dana dan penanggungan resiko, asuransi syariah tidak 

membolehkan adanya gharar (ketidak jelasaan), dan maisir (judi). Dalam 

investasi atau manajemen dana tidak diperkenankan adanya riba (bunga). 

Ketiga larangan ini gharar, maisir, riba adalah area yang harus dihindari 

dalam praktik asuransi syariah. Tidak seperti asuransi bukan syariah, asuransi 

syariah didirikan pada gagasan saling membantu, saling bekerja sama dan 

saling  membantu keamanana dan tanggung jawab, dan saling melindungi dan 

jaminan, yang dalam operasionalnya diimplementasikan dengan konsep 

tabbaru‟(donasi).
3
 Tabbaru adalah dana yang dihibahkan oleh peserta kepada 

kumpulan peserta asuransi syariah dan pengelolaannya diamanahkan kepada 

pengelola dimana dana tersebut akan digunakan untuk menolong setiap 

peserta yang mengalami musibah yang dijamin dalam polis ini.
4
 

Mengingat bahwa kegiatan setiap perusahaan syariah berbeda dengan 

perusahan konvensional dalam pengelolaan dana investasinya, pasti akan ada 

hasil yang berbeda dalam hal keuntungan. Tidak dapat dipungkiri, perusahaan  

syariah juga menginginkan hasil dari usaha/investasi tersebut. Namun, dalam 

melakukan kegiatan investasi tersebut perusahaan syariah wajib mengikuti 

ketentuan-ketentuan yang dianjurkan oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional- 

Majelis Ulama Indonesia No.52/DSN-MUI/III/2006 tentang akad wakalah bil 

ujrah.
5
 

                                                           
3
 Sumar’in,  Konsep Kelembagaan Bank  Syariah, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 40 

4
 Browsur Polis Asuransi Kerugian PT. Jasaraharja Putera Unit Syariah 

5
Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:52/DSN-MUI/III/2006, 

Tentang Akad Wakalah Bil Ujrah, Bagian 6 Angka 1, h. 9  
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Perikatan kerjasama didalam PT. Pengadaian Syariah dan PT. Jasaraharja 

Putera Syariah. PT. Pengadaian Syariah mengangsuransikan nasabahnya yang 

menggunakan produk amanah, yaitu Pembiayaan berprinsip syariah kepada 

pegawai negeri sipil dan karyawan swasta untuk memiliki motor atau mobil 

dengan cara angsuran, kendaraan tersebut akan diproteksi dan dilindungi oleh 

asuransi kerugian guna untuk melindungi kendaraan kredit  nasabah PT. 

Pegadaian Syariah  kepada PT. Jasaraharja Putera Syariah dengan 

menggunakan akad wakalah bil ujrah.  

Wakalah bil Ujrah adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan 

asuransi untuk mengelola dana peserta dengan imbalan pemberian ujrah (fee). 

Berdasarkan hukum Islam terdapat larangan-larangan yang tidak boleh 

dilakukan dalam perusahaan PT. Jasaraharja Putera Syariah sebagai wakil. 

Misalnya wakil tidak berhak memperoleh bagian dari investasi baik dana 

tabarru‟ maupun saving, dapat digunakan akad wakalah bil ujrah  dengan 

mengikuti ketentuan fatwa akad tersebut, fatwa mudharabah dengan 

mengikuti fatwa mudharabah.
6
 

Pegadaian Syariah di Provinsi Bengkulu  yang beralamat di jalan S. 

Parman No.20 Simpang Lima Kota Bengkulu yaitu PT. Pengadaian (Persero) 

Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu, menyediakan pembiayaan 

berprinsip syariah kepada Pegawai Negeri Sipil dan karyawan swasta untuk 

memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran yang disebut dengan produk 

gadai amanah.  Dengan membuktikan surat SK pengangkatan awal dan SK 

                                                           
6
 DSN MUI, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia  (Jakarta: Gaung 

Persada Press, 2012), h. 43 
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pengangkatan akhir, apabila karyawan tetap suatu instansi pemerintahan dan 

apabila swasta menunjukan bukti usaha. Kendaraan mobil atau motor akan 

diproteksi atau dilindungi oleh Pegadaian (Persero) Syariah melalui kerjasama 

dengan Asuransi kerugian yaitu Perusahaan Asuransi PT. Jasaraharja Putera 

Syariah yang beralamat di jalan S. Parman No.50 Kantor Cabang Bengkulu 

dengan menggunakan akad wakalah bil ujrah guna untuk menghindari resiko 

kerugian nasabah PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip 

Bengkulu atas kendaraan kredit nasabah. Jadi, fasilitas pembiayaan yang 

dilakukan nasabah untuk pembelian kendaraan akan ditambahkan biaya 

administrasi asuransi kerugian atas kendaraan kredit nasabah PT. Pengadaian 

(Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu kepada PT. Jasaraharja 

Putera Syariah Kantor Cabang Bengkulu. 

Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti sendiri kepada pihak PT. 

Pegadaian (Persero) Syariah. Peneliti ingin membeli jenis kendaraan jenis 

motor, namun peneliti ingin mendapat penjelasan secara jelas mengenai 

prosedur yang nanti ingin dilakukan. Disini, peneliti hanya mendapat 

penjelasan secara singkat mengenai pembiayaan yang akan dilakukan dan 

kendaraan kredit akan dilindungi oleh pihak Pegadaian syariah melalui 

asuransi kerugian syariah. Peneliti tidak mendapat penjelasan secara jelas 

mengenai dana yang nanti akan diinvestasikan kepada pihak asuransi kerugian 

untuk kendaraan.
7
 

                                                           
7
 Observasi awal. (costumer servis), wawancara. 27 april 2017 
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Hasil observasi juga dilakukan kepada nasabah bernama Nani. Ibu Nani  

menggunakan produk gadai amanah PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang 

Simpang Sekip Bengkulu dengan pembelian sebuah kendaraan bermotor 

Honda Beat sudah berjalan selama 12 bulan. Dari keterangan ibu Nani diawal 

saat ingin melakukan pembiayaan dia mendapat penjelasan bahwa nanti 

kendaraannya akan dilindungi oleh pihak asuransi kerugian syariah dan pada 

saat transaksi pembayaran di awal pembelian Ibu Nani diminta penambahan 

biaya administrasi lainnya salah satu administrasinya adalah administrasi 

asuransi kerugian syariah atas kendaraan motor Ibu Nani. Namun, Ibu Nani 

tidak mendapatkan secara jelas mengenai produk asuransi kerugian atas 

pembiayaan kendaraan motornya . 
8
     

Dari keterangan diatas penulis tertarik ingin meneliti tentang transaksi 

tersebut dengan judul “Pelaksanaan Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Produk 

Amanah  Atas Perjanjian Kerjasama  Antara PT. Pegadaian (Persero) 

Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu  Dengan PT. Jasaraharja 

Putera  Kantor Cabang Bengkulu”. 

B. Batasan Masalah 

Berdasarkan penerapan sebagaimana ditafsirkan dalam latar belakang 

masalah, agar pembahasan skripsi ini lebih terarah, tidak melebar dan juga 

dapat memudahkan analisis, maka penulis melakukan batasan masalah. 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah : 

                                                           
8
 Nani, (Nasabah Pegadaian Syariah),wawancara,27 april 2017 
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1. Penelitian dilakukan pada PT. Pengadaian (Persero) Syariah Cabang 

Simpang Sekip Bengkulu dan PT. Jasaraharja Putera syariah Kantor 

Cabang Bengkulu. 

2. Penelitian ini memfokuskan terhadap pelaksanaan asuransi kerugian 

pembiayaan kredit kendaraan bermotor di PT. Pengadaian (Persero) 

Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu yang diasuransikan di PT. 

Jasaraharja Putera Kantor Kantor Cabang Bengkulu melalui akad wakalah 

bil ujrah. 

3. Penelitian dilakukan terhadap analisis pelaksanaan akad wakalah bil ujrah 

pada PT. Pengadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu 

dan PT. Jasaraharja Putera Syariah Kantor Cabang Bengkulu berdasarkan 

prinsip syariah dan peraturan hukum Islam/Fatwa. 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan  akad wakalah bil ujrah  oleh PT. 

Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu dengan PT. 

Jasaraharja Putera Kantor Cabang Bengkulu? 

2. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan akad wakalah 

bil ujrah pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip 

Bengkulu dengan PT. Jasaraharja Putera Kantor Cabang Bengkulu? 

D. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk Mengetahui dan mempelajari pelaksanaan akad wakalah bil ujrah 

pada lembaga keuangan syariah. 
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2. Tujuan Khusus 

a) Untuk mengetahui pelaksanaan akad wakalah bil ujrah yang dilakukan 

oleh PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu 

dengan PT. Jasaraharja Putera Kantor Cabang Bengkulu. 

b) Untuk mengetahui penerapan prinsip syariah dari pelaksanaan akad 

wakalah bil ujrah yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Syariah 

Cabang Simpang Sekip Bengkulu dengan PT. Jasaraharja Putera Kantor 

Cabang Bengkulu. 

E. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan tentang akad wakalah bil ujrah. 

2. Kegunaan Praktis 

a) PT. Jasaraharja Putera Kantor Cabang Bengkulu dan PT. Pegadaian 

(Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu, penelitian ini 

diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dalam pengembangan dan  

sebagai bahan untuk mengevaluasi tentang akad wakalah bil ujrah . 

b) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu, penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk bahan pembelajaran 

bagi mahasiswa mengenai akad wakalah bil ujrah. 

c) Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

rujukan yang akan meneliti tentang akad wakalah bil ujrah di lembaga 

keuangan syariah. 
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F. Penelitian Terdahulu 

Citra Sari Narulita, Judul Skripsi : Penerapan Akad Wakalah Bil Ujrah 

Pada Polis Asuransi Jiwa Syariah (Studi Pada Prudential Syariah Assurance 

Account). PT. Prudential Indonesia Cabang Bandar Lampung memiliki fungsi 

memberikan pelayanan jasa asuransi dan reasuransi syariah, dengan produk 

yang banyak digemari oleh masyarakat yaitu Prulink Syariah Assurance 

Account (PAA Syariah) merupakan produk asuransi yang memberikan 

perlindungan jiwa sekaligus keuntungan berinvestasi jangka panjang. 

Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana klaim asuransi jiwa dalam akad 

wakalah bil ujrah pada polis asuransi jiwa syariah PT. Prudential Indonesia . 

Penelitian Citra Sari Narulita adalah normative empiris dengan tipe 

penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri 

dari bahan-bahan hukum: primer, sekunder dan tersier. Data diperoleh dengan 

melakukan studi lapangan, yaitu dilakukan wawancara dengan Seruni 

Widyawati, S.H., M.Kn., unit manager agen Asuransi PT. Prudential 

Indonesia di Bandar Lampung.  

Hasil penelitian Citra Sari Narulita  menjelaskan bahwa  akad tabarru‟ dan 

akad tijarah dengan bentuk akad wakalah bil ujrah sebagai landasan dalam 

perjanjian  penanggungan  jiwa  dan  investasi dalam pelaksanaannya, akad 

tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN No. 52 /DSN - 

MUI/III/2006 tanggal 23 Maret 2006. Syarat dan prosedur penyelesaian klaim 

asuransi jiwa syariah sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 

2014 dan KMK No. 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha 
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Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi permasalahan timbul berasal 

dari peserta asuransi dan perusahaan asuransi. Penyelesaian hukum PT. 

Prudential Indonesia Jika terjadi wanprestasi adalah dapat dengan 

menawarkan 3 tahapan penyelesaian yaitu perdamaian atau musyawarah, 

melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional, dan melalui pengadilan.
9
 

Perbedaannya dengan penulis yaitu pada objek penelitian, dan rumusan 

masalah. Penulis meneliti penerapan prinsip syariah. Sedangkan Citra Sari 

Narulita meneliti mekanisme klaim pada asuransi.   

Hanhaz Ulfah Hapsari, Judul Skripsi  Mekanisme Klaim Asuransi Jiwa 

Pembiayaan Syariah Berdasarkan Akad  Kafalah  Di Bank Muamalat Dan 

Akad  Wakalah Bil Ujrah  Di Bni Syariah Cabang Malang. Penelitian ini 

terdapat dua (2) rumusan masalah, yaitu : 1) Bagaimana perbandingan akad 

asuransi jiwa pembiayaan syariah antara Bank  Muamalat dan BNI Syariah ?  

2) Bagaimana mekanisme klaim asuransi jiwa  pembiayaan syariah di Bank 

Muamalat dan BNI Syariah ? 

Penelitian Hanhaz Ulfah Hapsari menggunakan metode deskriptif 

komparatif yaitu membandingkan fenomena-fenomena tertentu untuk 

membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara  sistematis, faktual dan 

akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang 

diselidiki. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, 

                                                           
9
 Citra Sari Narulita, “Penerapan Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Polis Asuransi Jiwa 

Syariah (Studi Pada Prudential Syariah Assurance Account )”, Skripsi: Fakultas Hukum 

Universitas Lampung Bandar Lampung, Lampung, 2015, h.  20 
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kemudian tekhnik pengolahan data menggunakan wawancara  dan 

dokumentasi.  

Penelitian Hanhaz Ulfah Hapsari ini dapat diketahui bahwa BNI Syariah 

menggunakan akad wakalah bil ujrah sehingga mekanisme klaimnya terjadi 

antara BNI Syariah dengan Perusahaan Asuransi Syariah. Penggunaan akad 

wakalah bil ujrah ini karena pihak bank bekerjasama secara langsung dengan 

masing-masing perusahaan asuransi syariah. Sehingga pihak bank secara 

langsung memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi syariah untuk 

mengelola dana peserta dan berkewajiban melunasi hutang peserta ketika 

meninggal dunia yang disebab sakit ataupun kecelakaan. Dalam akad ini, 

peserta akan dikenakan ujrah maksimal sebesar 45%. 
10

  

Perbedaan penelitian yaitu objek penelitian, dan rumusan masalah, penulis 

meneliti tentang pelaksanaan akad wakalah bil ujroh dan penerapan prinsip 

syariah, sedangkan Hanhaz Ulfah Hapsari yaitu perbandingan akad asuransi 

jiwa pembiayaan syariah antara Bank  Muamalat dan BNI Syariah, mekanisme 

klaim asuransi jiwa  pembiayaan syariah di Bank Muamalat dan BNI Syariah. 

Kunnaenih, Skripsi yang berjudul  ”Penerapan Akad Wakalah Bil Ujrah 

Pada Produk Asuransi Pendidikan PT. Takaful Keluarga Dan PT. Bringin Life 

Syariah”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan akad 

Wakalah bil Ujrah pada produk asuransi pendidikan di PT. Takaful Keluarga 

dan PT. BRIngin Life Syariah, untuk menjelaskan hasil pelaksanaan akad  

                                                           
10

 Hanhaz Ulfah Hapsari, “Mekanisme klaim asuransi jiwa pembiayaan syariah 

berdasarkan akad  kafâlah  di bank muamalat dan akad  wakâlah bil ujrah  di bni syariah cabang 

malang”, Skripsi: Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri 

Maulana Malik Ibrahim , Malang ,2015 , h. 19 
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Wakalah bil Ujrah pada produk  asuransi pendidikan yang dijalankan PT. 

Takaful Keluarga dan PT. BRIngin Life Syariah dan untuk menjelaskan 

apakah pelaksanaan akad Wakalah bil Ujrah pada  produk asuransi pendidikan 

di PT. Takaful Keluarga dan PT. BRIngin Life Syariah  sudah sesuai dengan 

hukum Islam/Fatwa. 

Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif, dengan menggunakan metode 

penelitian deskriptif analisis, data yang digunakan berupa data primer 

bersumber  dari wawancara kepada pihak yang bersangkutan mengenai akad  

Wakalah bil Ujrah. Data sekunder bersumber dari formulir, ikhtisar polis, 

ketentuan atau syarat-syarat  umum dan khusus, ilustrasi polis, brosur, buku-

buku, wibsite, penelitian terdahulu dan sumber-sumber tertulis lainnya. 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara  dokumentasi yaitu mengumpulkan 

data dan wawancara.  

Hasil dari penelitian Kunnainih bahwa pelaksanaan akad Wakalah bil 

Ujrah pada produk asuransi pendidikan PT. Takaful Keluarga dan PT. 

BRIngin Life Syariah terdapat beberapa unsur yang terkait di dalamnya yaitu 

formulir permohonan peserta (SPAJ), ikhtisar polis, ketentuan atau syarat-

syarat umum dan khusus serta ilustrasi polis. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa pelaksanaan akad Wakalah bil Ujrah pada produk asuransi pendidikan 

PT. Takaful Keluarga dan PT. BRIngin Life Syariah telah sesuai dengan 

hukum Islam/Fatwa, namun pada beberapa bagian isi formulir peserta asuransi 

BRIngin Danasiswa Syariah, masih terdapat keganjilan, seperti tidak 

dicantumkannya pernyataan peserta dengan pihak  perusahaan berdasarkan 
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akad Wakalah bil Ujrah dan pernyataan sesama calon peserta berdasarkan 

akad Tabarru’, alokasi dana investasi dan ketidaklengkapan isi tabel Ujrah 

mengenai biaya pengelolaan investasi kontribusi sekaligus.
11

   

Perbedaan penelitian yaitu objek penelitian dan rumusan masalah, penulis 

meneliti penerapan akad wakalah bil ujrah pada fasilitas akad pembiayaan 

sedangkan pada penelitian Kunanainih meneliti penerapan akad wakalah bil 

ujrah pada fasilitas akad tabungan pendidikan.  

G. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field 

Research) dimana kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan 

masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga, organisasi masyarakat 

maupun lembaga pemerintah dan Swasta.
12

  Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif deskriptif yaitu untuk mengetahui gambaran atau 

ungkapan suatu masalah  yang berupa fakta. 

2. Tempat Penelitian 

Tempat  dalam penelitian ini adalah di Pengadaian (Persero) 

Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu dan PT. Jasaraharja Putera 

Kantor Cabang Bengkulu. Alasan penulis memilih lokasi tersebut karena 

ada beberapa nasabah yang tidak memahami tentang asuransi yang peneliti 

                                                           
11

Kunnaenih, “Penerapan Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Produk Asuransi Pendidikan Pt 

Takaful Keluarga Dan PT. Bringin Life Syariah”, Skripsi: Konsentrasi Asuransi Syariah  Program 

Studi Muamalat Fakultas Syariah Dan Hukum  Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 

Jakarta, 2015,  h. 5 
12

 Lexy J. Moeleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 

Cet. Ke-14, 2001), h. 112 
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gunakan. Pada Penelitian ini penulis memperkirakan akan memperlukan 

waktu  selama 6 bulan  yang dimulai dari bulan  April  sampai dengan 

bulan Agustus 2017. 

3. Subjek/Informan Penelitian 

Penentuan Informan penelitian ini mengunakan model Purposive 

sampling yaitu sesuai kondisi dan kebutuhan dari peneliti.  Informan pada 

penelitian ini yaitu (1) Kasir Cabang, Pengelola Anggunan, dan Penaksir 

Cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip 

Bengkulu, (2) Seksi Operasional, Seksi Klaim, dan marketing PT. 

Jasaraharja Putera Syariah Kantor Cabang Bengkulu. 

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data 

primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu 

dengan cara  observasi , wawancara ,Dokumentasi dan perpustakaan 

a) Sumber data 

1) Data Primer, data primer pada penelitian ini diperoleh melalui 

wawancara dengan (1) Kasir Cabang, Pengelola Anggunan, dan 

Penaksir Cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang 

Simpang Sekip Bengkulu, (2) Seksi Operasional, Seksi Klaim, dan 

marketing PT. Jasaraharja Putera Syariah Kantor Cabang 

Bengkulu.  
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2) Data sekunder. Data pada penelitian juga menggunakan data 

skunder berupa buku-buku yang terkait dengan masalah yang 

diteliti. 

b) Teknik Pengumpulan data 

1) Observasi (pengamatan), Observasi yang dilakukan penulis  

dilakukan dengan mengindetifikasi masalah pada Nasabah di PT. 

Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu 

yang melakukan pembiayaan kredit dengan pembelian sebuah 

kendaraan motor dan mendapatkan Kartu Prasuransian dari  PT. 

Jasaraharja Putera Kantor Cabang Bengkulu. 

2) Wawancara  dilakukan dengan Informan penelitian  yaitu (1) Kasir 

Cabang, Pengeola Anggunan, dan Penaksir Cabang PT. Pegadaian 

(Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu, (2) Seksi 

Operasional, Seksi Klaim, dan marketing PT. Jasaraharja Putera 

Syariah Kantor Cabang Bengkulu. 

3) Dokumentasi, Pada penelitian ini penulis  mengambil beberapa 

dokumen seperti Struktur Organisasi, dan foto-foto saat melakukan 

wawancara. 

5. Teknik Analisis data 

Dalam teknik analisis data, data yang telah dikumpulkan dianalisis 

secara kualitatif yaitu jenis data yang berbentuk informasi baik lisan 
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maupun tulisan yang sifatnya bukan angka. Untuk menganalisa berbagai 

fenomena di lapangan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 
13

 

a) Pengumpulan informasi yang ada dilapangan dengan cara melalui 

wawancara, dan dokumentasi.  

b) Reduksi data  

Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, 

transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Langkah 

ini bertujuan untuk memilih informasi mana yang sesuai dan tidak 

sesuai dengan masalah penelitian.  

c) Penyajian data  

Setelah data direduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian 

(display) data. Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi 

terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga makin 

mudah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian 

naratif. Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang 

relevan sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan 

memiliki makna tertentu. Prosesnya dapat dilakukan dengan cara 

menampilkan dan membuat hubungan antar fenomena untuk 

memaknai apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu 

ditindaklanjuti untuk mencapai tujuan penelitian. Display data yang 

baik merupakan satu langkah penting menuju tercapainya analisis 

kualitatif yang valid dan handal. Tahap akhir adalah menarik 

                                                           
13

 Uma Sekaran, Mtodologi Penelitian Untuk Bisnis, ( Jakarta : Salemba Empat,2006 ), h. 

67 
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kesimpulan dilakukan secara cermat dengan melakukan verifiksi 

berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan sehingga data-

data yang ada teruji validitas. 

H. Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan terdiri dari 5 bab. Bab pertama memaparkan 

tentang latar belakang masalah yaitu bagian yang menjelaskan alasan-alasan 

mengapa penelitian penting untuk dilakukan dilanjutkan dengan merumuskan 

masalah. Kemudian merumuskan tujuan penelitian sehingga masalah dapat 

terpecahkan. Memaparkan manfaat dan kegunaan penelitian baik secara 

praktis maupun teoristis. Selanjutnya penelitian terdahulu sebagai referensi 

penelitian yang akan dilakukan. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan 

metode penelitian yang akan dilakukan. Kemudian terakhir pada bab ini 

membahas tentang sistematika penulisan.  

Bab kedua berisikan landasan teori yang dibangun secara sistematis 

dan relevan sehingga dapat digunakan dalam mengumpulkan data-data 

penelitian secara efesien dan efektif. Kajian teori ini terdiri atas prinsip 

syariah, prinsip dasar pegadaian syariah, dasar hukum pegadaian syariah 

rukun dan syarat pegadaian syariah, akad wakalah bil ujrah, dasar hukum 

akad wakalah bil ujrah, rukun dan syarat akad wakalah bil ujrah.   

Bab ketiga berisi tentang gambaran umum sejarah berdirinya PT. 

Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu, visi dan misi 

PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu, produk 

investasi PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah, struktur organisasi  PT. 
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Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu dan juga 

memaparkan profil PT. Jasaraharja Putera Syariah, sejarah berdirinya PT. 

Jasaraharja Putera Syariah Kantor Cabang Bengkulu, visi dan misi PT. 

Jasaraharja Putera Syariah, produk PT. Jasaraharja Putera Syariah, struktur 

organisasi PT. Jasaraharja Putera Syariah. 

Bab 4 berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang 

memaparkan data penelitian yang dapat menjawab rumusan masalah.  

Terakhir bab kelima merupakan bab penutup berisikan simpulan dan 

saran mengenai penelitian yang dilakukan di PT. Pegadaian (Persero) Syariah 

Cabang Simpang Sekip Bengkulu dan PT. Jasaraharja Putera Syariah 

Bengkulu. Terhadap pelaksanaan akad wakalah bil ujrah. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Akad Wakalah Bil Ujrah 

1. Pengertian Akad Wakalah Bil Ujrah 

Wakalah Bil Ujrah merupakan perikatan antara dua belah pihak 

pemberi kuasa (muwakil) yang memberikan kuasanya kepada 

(wakil),dimana wakil mewakili untuk mengerjakan sesuatu dengan 

memberikan Ujrah (fee/upah) kepada wakil yang mengerjakan tugasnya 

dan kewajiban bagi wakil untuk menjalankan tugas dari muwakil dengan 

sebaik-baiknya, tidak boleh membatalkan secara sepihak. Jadi bisa 

dikatakan akad Wakalah Bil Ujrah akan melahirkan sumber kewajiban 

yang terpenuhi.
14

 Dalam satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau 

jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya 

melalui badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan 

melalui musyawarah. 
15

 Wakalah dan wakilah berarti penyerahan, 

pendelegasian atau pemberian mandat dengan menunjuk seseorang 

mewakilinya dalam hal melakukan sesuatu secara sukarela atau dengan 

memberikan imbalan berupa Ujrah (upah). Wakalah Bil Ujrah ini dapat 

terjadi antara perusahaan asuransi syariah dengan peserta, perusahaan 

                                                           
14
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asuransi dengan marketing (agen), ataupun perusahaan asuransi dengan 

perusahaan reasuransi.
16

 

2. Dasar Hukum Akad Wakalah Bil Ujrah 

1) QS. Al-Maidah [5] : 1 

                       

                    

                    

                    

                     

           
Artinya : Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. 

makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal 

bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan 

dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara 

wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga 

kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum 

kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud 

menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) 

menjadikannya gundik-gundik. Siapa yang kafir sesudah beriman 

(tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan 

ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi. 
17
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2) QS. Al-Hasyr (59) : 18 

                

                    

     
Artinya :  Katakanlah: "Sesungguhnya kematian yang kamu 

lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui 

kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada (Allah), yang 

mengetahui yang ghaib dan yang nyata, lalu dia beritakan 

kepadamu apa yang telah kamu kerjakan".
18

 

 

3) QS. Yusuf (12): 55 yang berbunyi. 
19

 

                        
Artinya : Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan 

negara (Mesir); Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai 

menjaga, lagi berpengetahuan". 

3. Rukun Dan Syarat Akad Wakalah Bil Ujrah 

Dalam melaksanakan akad Wakalah bil Ujrah, terdapat rukun dan 

syarat yang harus dipenuhi, karena hal ini mempengaruhi keabsahannya. 

Suatu akad Wakalah bil Ujrah di sini, berbeda dengan ketentuan yang 

terdapat dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata, sahnya suatu 

perikatan adalah apabila sudah memenuhi hal-hal sebagai berikut, yaitu 

                                                           
18

 Departemen Agama, RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya..., h. 47 
19

 Abdulah Amrin, Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah..., h. 37 
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adanya kesepakatan antara pihak, kecakapan untuk melakukan suatu 

perikatan, suatu hal tertentu dan sebab yang halal.
20

 

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional majelis Ulama 

Indonesia No:10/DSN-MUI/IV/2000 tentang wakalah maka akad 

wakalah bil ujrah harus memenuhi beberapa rukun yaitu: 

1) Adanya Al-Aqidain (subjek perikatan).
21

 Al-Aqidain adalah para 

pihak-pihak yang melakukan akad. Dilihat dari sudut hukum, maka 

pelaku dari suatu tindakan hukum akad disebut sebagai subjek 

hukum yang diartikan sebagai pengemban hak dan kewajiban. 

Subjek hukum ini terdiri dari dua macam yaitu manusia dan badan 

hukum. Pertama, manusia sebagai subjek hukum perikatan adalah 

pihak yang sudah dibebani hukum yang disebut mukallaf (orang 

yang telah mampu bertindak secara hukum,baik yang berhubungan 

dengan Tuhan maupun dalam kehidupan sosial). Kedua, badan 

hukum yaitu badan yang dianggap dapat bertindak dalam hukum 

dan mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban, dan perhubungan 

hukum terhadap orang lain atau badan lain. Dalam melaksanakan 

akad wakalah bil ujrah maka para subjek harus memenuhi syarat-

syarat, baik wakil maupun muwakil. Muwakil (yang mewakilkan) 
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21

 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No :10/DSN-MUI/IV/2000, 
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akan melaksanakan suatu akad wakalah bil ujrah haruslah 

memenuhi syarat antara lain:
22

 

a. Harus seorang pemilik sah yang dapat bertindak terhadap hal 

yang ia wakilkan. 

b. Orang mukallaf atau mumayyiz dalam batas-batas tertentu, 

yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti 

mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan 

sebagainya. Sedangkan syarat untuk wakil (yang mewakili) 

sebagai berikut. Wakil harus orang yang mewakili 

kecakapan/cakap hukum, dapat mengerjakan tugas yang 

diwakilkan kepadanya.
23

 

2) Mahallul‟aqd (Objek Perikatan). Mahallul‟Aqd yaitu suatu objek 

akad dan dikenakan akibat hukum yang ditimbulkan. Bentuk objek 

dalam perikatan dapat berupa benda berwujud (seperti mobil,rumah 

dan lain-lain) dan benda tidak berwujud  seperti (manfaat tertentu).
24

 

Adapun mahallul‟Aqd dalam akad Wakalah bil Ujrah adalah sebagai 

berikut:
25
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a. Objek perikatan tidak bertentangan dengan syariah Islam. Jadi 

objek perikatan haruslah memiliki nilai dan bermanfaat, 

apabila tidak maka perikatannya menjadi batal. 

b. Objek perikatan haruslah jelas dan dikenali oleh orang yang 

mewakili. Dalam hal objek menggunakan sejumlah uang yang 

harus diketahui jumlah dan jenisnya. 

c. Objek perikatan dapat diwakilkan menurut syariat Islam. 

3) Ijab qabul (sighat al-Aqd) Ijab adalah suatu persyaratan janji atau 

penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak 

melakukan sesuatu. Sedangkan yang dimaksud Qabul adalah suatu 

pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang 

dilakukan oleh pihak pertama. Jadi sighat al-Aqd (ucapan) yaitu 

suatu permintaan dan penawaran (ijab-qabul) harus diucapkan oleh 

kedua belah pihak guna menunjukan kemampuan mereka untuk 

menyempurnakan kontrak.
26

 Dalam akad Wakalah bil Ujarah 

pernyataan Ijab dan Qabul harus dinyatakan oleh bela pihak untuk 

menunjukan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad). 

Syarat-syarat dalam Ijab dan Qabul adalah sebagai berikut:
27

 

a) Ijab dan Qabul dilakukan oleh pihak-pihak yang memenuhi 

syarat. 

b) Ijab dan Qabul tertuju pada suatu objek tertentu. 
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c) Pada saat berlangsungnya Ijab dan Qabul harus berhubungan 

langsung dengan majelis. 

d) Pada saat pelaksanaan Ijab dan Qabul mempunyai pengertian 

yang jelas. 

e) Adanya pesesuaian antara Ijab dan Qabul menggambarkan 

kesungguhan dan kemauan para pihak. 

Akad Wakalah bil Ujrah dalam Asuransi Syariah 

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 52/DSN-

MUI/III/2006. 

“Akad taukil (wakalah) boleh dilakukan, baik dengan 

imbalan maupun tanpa imbalan. Hal itu karena Nabi shallallahu 

„alaihi wa‟alihi wa sallam pernah mewakilkan kepada Unais untuk 

melaksanakan hukuman, kepada Urwah untuk membeli kambing, 

dan kepada Abu Rafi’ untuk melakukan qabul nikah, (semuanya) 

tanpa memberikan imbalan. Nabi pernah juga mengutus para 

pegawainya untuk memungut sedekah (zakat) dan beliau 

memberikan imbalan kepada mereka.
28

 

Berdasarkan ketetapan dalam Fatwa Dewan Syariah 

Nasional no. 52/DSN-MUI/III/2006 menjelaskan mengenai akad 

wakalah bil ujrah.
29

 

a. Ketentuan Umum Tentang Asuransi 
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1) Asuransi adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian, dan 

reasuransi syariah. 

2) Peserta adalah peserta asuransi (pemegang polis) atau 

perusahaan asuransi dalam reasuransi syari’ah. 

b. Ketentuan Hukum Mengenai Akad Wakalah Bil Ujrah 

1) Wakalah bil Ujrah boleh dilakukan antara perusahaan 

asuransi dengan peserta. 

2) Wakalah bil Ujrah adalah pemberian kuasa dari peserta 

kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta 

dengan imbalan pemberian ujrah (fee). 

3) Wakalah bil Ujrah dapat diterapkan pada produk asuransi 

yang mengandung unsur tabungan (saving) atau unsur 

tabarru‟ (non-saving). 

c. Ketentuan Akad 

1) Akad yang digunakan adalah akad Wakalah bil ujrah; 

2) Obyek Wakalah bil ujrah meliputi antara lain: 

(a) Kegiatan Administrasi; 

(b) Pengelolaan Dana; 

(c) Pembayaran Klaim; 

(d) Underwriting; 

(e) Pengelolaan Portofolio Risiko; 

(f) Pemasaran; 

(g) Investasi. 
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3) Dalam akad Wakalah bil Ujrah, harus disebutkan sekurang-

kurangnya: 

(a) Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan asuransi; 

(b) Besaran, cara dan waktu pemotongan ujrah/fee atas 

premi. 

(c) Syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis 

asuransi yang diakadkan. 

(d) Kedudukan para pihak dalam akad wakalah bil ujrah. 

(e) Dalam akad ini, perusahaan (PT Asuransi Takaful 

Umum bertindak sebagai wakil (yang mendapat kuasa) 

untuk mengelola dana. 

(f) Peserta (pemegang polis) sebagai individu, dalam 

produk saving dan tabarru’, bertindak sebagai muwakkil 

(pemberi kuasa) untuk mengelola dana; 

(g) Peserta sebagai suatu badan/kelompok, dalam akun 

tabarru‟ bertindak sebagai muwakkil (pemberi kuasa) 

untuk mengelola dana. 

(h) Wakil tidak boleh mewakilkan kepada pihak lain atas 

kuasa yang diterimanya, kecuali atas izin muwakkil 

(pemberi kuasa). 

(i) Akad Wakalah adalah bersifat amanah (yad amanah) 

dan bukan tanggungan (yad dhaman) sehingga wakil 

tidak menanggung risiko terhadap kerugian investasi 
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dengan mengurangi fee yang telah diterimanya, kecuali 

karena kecerobohan atau wanprestasi. 

(j) Perusahaan asuransi sebagai wakil tidak berhak 

memperoleh bagian dari hasil investasi, karena akad 

yang digunakan adalah akad wakalah. 

d. Investasi 

1) Perusahaan asuransi selaku pemegang amanah wajib 

menginvestasikan dana yang terkumpul dan investasi wajib 

dilakukan sesuai dengan syariah; 

2) Dalam pengelolaan dana investasi, baik tabarru‟ maupun 

saving, dapat digunakan akad Wakalah bil Ujrah dengan 

mengikuti ketentuan seperti di atas, akad Mudharabah 

dengan mengikuti ketentuan fatwa Mudharabah. 

e. Ketentuan Penutup  

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika 

terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya 

dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari’ah setelah tidak 

tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 

B. Perjanjian Kerjasama PT. Pegadaian (Persero) Syariah dan PT. 

Jasaraharja Putera Syariah 

1. Pengertian perjanjian Kerjasama 

Perjanjian kerjasama diartikan sebagai suatu persetujuan di mana 

dua orang atau lebih saling mengikat diri untuk melaksanakan suatu hal 
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dalam lapangan harta kekayaan. Dalam suatu perjanjian, dikenal adanya 

asas kebebasan berkontrak atau freedom of contrack. Maksud asas 

tersebut adalah bahwa setiap orang pada dasarnya bebas membuat 

perjanjian yang berisi dan macam apa saja, asal tidak bertentangan dengan 

prinsip syariah. 
30

 

Dalam perjanjian kerjasama ini menerangkan bahwa:  

1) PT. Pegadaian (Persero) Syariah Pihak pertama yaitu badan usaha yang 

menjalankan kegiatannya dalam bidang jasa yang menyalurkan 

pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Untuk mengamankan 

kegiatan operasionalnya dalam menyalurkan dana serta jasa 

pembiayaan. Sehingga, Pihak Pertama memerlukan kerjasama dengan 

lembaga asuransi kerugian. 

2) PT. Jasaraharja Putera Syariah Pihak Kedua yaitu badan usaha yang 

bergerak dibidang asuransi umum yang salah satu produknya 

beroperasi berdasarkan prinsip syariah. 

Dalam perjanjian kerjasama ini yang dimaksud adalah: 

1) Nasabah adalah orang-perorangan atau badan usaha baik berbadan 

hukum maupun tidak berbadan hukum, yang menerima fasilitas 

pembiayaan dari Pihak Pertama. 

2) Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan 

dengan itu oleh Pihak Pertama dengan Nasabah berdasarkan akad 
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pembiayaan berupa transaksi bagi hasil/ sewa-menyewa/ sewa beli/ 

pinjam-meminjam. 

3) Akad pembiayaan adalah perjanjian yang ditandatangani antara Pihak 

Pertama dengan nasabah sehubungan dengan pembiayaan berikut 

semua perubahan, tambahan, perpanjangan, penegasan dan 

pembaharuannya. 

4) Asuransi berdasarkan prinsip syariah adalah usaha saling tolong 

menolong (ta‟awuni) dan melindungi (takafuli) diantara para peserta 

melalui pembentukan kumpulan dana (dana tabbaru‟) yang dikelola 

sesuai dengan prinsip syariah untuk menghadapi resiko tertentu. 

5) Peserta adalah orang atau badan yang menjadi peserta program 

asuransi dengan prinsip syariah dalam perjanjian ini diwakili disebut 

Pihak Pertama dan Nasabah. 

6) Polis adalah perjanjian asuransi yang diterbitkan oleh Pihak Kedua 

untuk Pihak Pertama termasuk semua klausula dan endorsement yang 

melekat didalamnya yang tidak boleh bertentangan dengan perjanjian 

ini. 

7) Kontribusi adalah sejumlah uang yang dibayar oleh Pihak Pertama 

kepada Pihak Kedua sebagai imbalan atas penutupan/pengalihan 

suatu resiko atau suatu obyek pertanggungan dari Pihak Pertama, 

apabila terjadi risiko yang dijamin dalam polis dalam masa asuransi 

sebagai dasar perhitungan kontribusi. 
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8) Uang asuransi/ harga pertanggungan adalah sejumlah uang maksimal 

yang akan dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, apabila 

terjadi resiko yang dijamin dalam polis dalam masa asuransi sebagai 

dasar perhitungan kontribusi. 

9) Surat Permohonan Penutupan Asuransi atau SPPA adalah dokumen 

yag membuat data/keterangan/informasi mengenai Nasabah dan 

Obyek asuransi yang merupakan dasar dari permohonan penutupan 

asuransi yang diajukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua. 

10) Masa asuransi adalah jangka waktu berlakunya asuransi, yaitu sejak 

dimulainya pembiayaan sampai dengan berakhirnya jangka waktu 

pembiayaan bagi nasabah. 

11) Akseptasi adalah persetujuan Pihak Kedua terhadap permintaan 

penutupan asuransi dari Pihak Pertama. 

12) Klaim adalah tuntutan yang diajukan oleh Pihak Pertama kepada 

Pihak Kedua untuk membayarkan uang asuransi sehubungan dengan 

terjadinya resiko yang dijamin dalam polis. 

13) Wakalah bil ujrah adalah pemberian kuasa kepada perusahaan (Pihak 

Kedua) sebagai wakil peserta untuk mengelola dana tabbaru‟ 

dan/atau dana investasi peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang 

diberikan, dengan imbalan berupa ujrah (fee). 
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14) Dana tabbaru‟ adalah kumpulan dana yang berasal dari 

kontribusi para peserta, yang menjadi peserta program asuransi 

dengan prinsip syariah.
31

 

2. Prinsip Dasar Operasional Perjanjian Kerjasama PT. Pegadaian 

(Persero) Syariah dan PT. Jasaraharja Putera Syariah. 

Dalam aplikasi ekonomi dan keuangan Islam, ketika suatu 

transaksi baru muncul dan belum dikenal sebelumnya dalam hukum 

Islam, maka transaksi terebut dapat diterima kecuali terdapat dalil quran 

dan hadis yang melarangnya, baik secara eksplisit maupun inplisit. 

Penyebab dilarangnya sebuah transaksi adalah karena faktor berikut: 

1) Haram Zat-nya 

Transaksi dilarang karena objek (barang dan/atau jasa) yang di 

transaksikan juga dilarang, misalnya minuman keras, bangkai, daging 

babi dan sebagainya. Jadi, transaksi jual beli minuman keras atau 

barang yang diharamkan dalam Islam adalah haram, walaupun akad 

jual belinya sah.
32

 Sebagaimana firman Allah swt dalam surat An-

Nahl ayat 115 yang berbunyi : 
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                    

                      

      

Artinya: Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu 

(memakan) bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih 

dengan menyebut nama selain Allah, tetapi Barang siapa yang 

terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula 

melampaui batas, maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi 

maha penyayang.(An-Nahl [16] ayat 115).
33

 
 

2) Haram Selain Zat-nya 

a. Melanggar prinsip antara din minkum yaitu penipuan (Tadlis) 

Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip 

kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha). Mereka 

harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak 

yang merasa dicurangi (ditipu) karena ada sesuatu yang dimana 

salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak 

lain, maka ini disebut dengan tadlis.
34

 Adapun dasar hukum 

tentang larangan penipuan (tadlis) terhadap bertransaksi adalah 

sebagai berikut: 

                        

                       
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              

                     

             

Artinya:  Dan (kami telah mengutus) kepada penduduk Mad-

yan saudara mereka, syu'aib. ia berkata: "hai kaumku, 

sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-nya. 

Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari 

Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan 

janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran 

dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di 

muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. yang demikian itu 

lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang 

beriman".(Al-A’raaf [07] ayat 85).
35

 

 

b. Melanggar prinsip la tazlimu na walatuz lamun 

a) Gharar atau Taghrir 

Artinya keraguan, atau tindakan yang bertujuan 

untuk merugikan pihak lain. Suatu akad mengandung unsur 

gharar, karena tidak ada kepastian, baik mengenai ada atau 

tidak ada objek akad, besar kecilnya jumlah maupun 

menyerahkan akad tersebut. Gharar disebut juga taghrir 

adalah sesuatu dimana terjadi incomplete information 

karena adanya ketidakpastian dari kedua belah pihak yang 

bertransaksi. Dalam tadlis yang terjadi adalah pihak yang 

satu tidak mengetahui apa yang diketahui pihak yang lain, 

sedangkan dalam gharar atau taghrir, baik pihak yang satu 
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dengan yang lainnya sama-sama tidak mengetahui sesuatu 

yang ditransaksikan.
36

  

b) Ihtikar (penimbunan barang) 

Penimbunan adalah sesuatu yang dibutuhkan masyarakat, 

kemudian menyimpannya, sehingga barang tersebut 

berkurang dipasaran dan mengakibatkan peningkatan harga. 

Penimbunan yang seperti ini dilarang di dalam Islam karena 

dapat merugikan orang lain karena kelangkahan barang yang 

didapat dan harganya yang tinggi dan melonjak dipasaran. 

Dengan kata lain penimbunan mendapatkan keuntungan yang 

besar dibawah penderitaan orang lain. 
37

 

c) Rekayasa Permintaan (Bai‟an Najasy)  

Bai‟an Najasy adalah transaksi jual-beli ketika si penjual 

menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawar 

barangnya dengan harga yang tinggi agar orang lain tertarik 

pula untuk membelinya. Si penawar sendiri tidak bermaksud 

untuk benar-benar membeli barang tersebut. Ia hanya ingin 

menipu orang lain yang benar-benar ingin membelinya. 

Sebelumnya orang ini telah mengadakan kesepakatan dengan 

penjual untuk membeli dengan harga tinggi agar ada pembeli 

yang sesungguhnya dengan harga yang tinggi pula dengan 
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maksud untuk menipu. Akibatnya terjadi permintaan palsu 

(False Demand).
38

 

d) Riba  

Riba adalah penyerahan pergantian sesuatu dengan sesuatu 

yang lain, yang tidak dapat terlihat adanya kesamaan menurut 

timbangan syara’ pada waktu akad-akad, atau disertai 

mengakhirkan dalam tukar menukar atau hanya salah 

satunya.
39

 

C. Pegadaian Syariah 

1. Pengertian Pegadaian Syariah 

Pegadaian adalah lembaga yang melakukan pembiayaan dalam 

bentuk penyaluran kredit dengan pasar sasaran adalah masyarakat 

golongan ekonomi lemah dan dengan cara mudah, cepat,aman,dan hemat 

dengan barang-barang pribadi sebagai jaminan. Tujuan terbentuknya 

pengadaian tersebut untuk membantu masyarakat agar tidak terjerat dalam 

praktik lintah darat, pengadaian gelap,dan pinjaman tidak wajar lainnya.
40

 

Sedangkan pegadaian syariah adalah pegadaian yang dalam 

menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip-prinsip syariah. 

Pegadaian syariah hadir di Indonesia dalam bentuk kerjasama Bank 
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Syariah di beberapa kota di Indonesia,namun ada pula Bank Syariah yang 

menjalankan kegiatan pengdaian syariah.
41

 

Pada dasarnya produk-produk yang berbasis syariah memiliki 

karakteristik tersendiri, seperti tidak memungut bunga dalam berbagai 

bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai 

komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk 

memperoleh imbalan atas jasa dan bagi hasil.
42

 

2. Prinsip Dasar Pegadaian Syariah 

Prinsip-prinsip gadai syariah (rahn) berdasarkan hukum Islam 

yang diberlakukan pada produk gadai syariah di Pegadaian adalah sebagai 

berikut:
43

 

1. Tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba,  

2. Menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang 

diperdagangkan,  

3. Melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa sebagai 

penerimaan labanya, yang dengan pengenaan bagi hasil dan biaya 

jasa tersebut menutupi seluruh biaya yang dikeluarkan dalam 

operasionalnya. Maka pada dasarnya, hakikat dan fungsi Pegadaian 

dalam Islam adalah semata-mata untuk memberikan pertolongan 

kepada orang yang membutuhkan dengan bentuk marhun sebagai 

jaminan, dan bukan untuk kepentingan komersil dengan mengambil 
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keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa menghiraukan kemampuan 

orang lain, 

4. Gharar,  yaitu  transaksi  yang  objeknya  tidak  jelas,  tidak dimiliki,  

tidak  diketahui  keberadaannya,  atau  tidak dapat diserahkan  pada  

saat  transaksi  dilakukan  kecuali  diatur lain dalam aturan syariah.  

3. Dasar Hukum  

1) Alquran  

                     

                       

                       

          
Artinya : Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak 

secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka 

hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang 

berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian 

yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan 

amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah 

Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan 

persaksian. Dan  siapa yang menyembunyikannya, maka 

sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha 

Mengetahui apa yang kamu kerjakan.(Al-Baqarah [2] ayat 283). 
44

 

 

2) Hadis 

  Hadis riwayat Aisyah ra., ia berkata: 

عَنْ عَائِشَةَ قاَلَتْ اشْتَ رَى رَسُولُ اللَّوِ صَلَّى اللَّوُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ مِنْ يَ هُودِيٍّ طَعَامًا وَرَىَنَوُ 
 دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ 
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“Rasulullah saw. pernah membeli makanan dari seorang 

Yahudi dengan cara menangguhkan pembayarannya, lalu beliau 

menyerahkan baju besi beliau sebagai jaminan”. (shahih 

muslim).
45

 

Dari Abu Hurairah ra. Nabi saw bersabda : 

صَلَّى الَلَّوُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ: ) لََ يَ غْلَقُ الَرَّىْنُ -وَعَنْوُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ الَلَّوِ 
ارَقُطْنُِِّ, مِنْ صَ  احِبِوِ الََّذِي رَىَنَوُ, لَوُ غُنْمُوُ, وَعَلَيْوِ غُرْمُوُ ( رَوَاهُ الَدَّ

 وَالْْاَكِمُ, وَرجَِالوُ ثقَِاتٌ. إِلََّ أَنَّ الَْمَحْفُوظَ عِنْدَ أَبِ دَاوُدَ وَغَيْْهِِ إِرْسَال
“Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang 

menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung 

resikonya.” (HR. Al-Hakim, al-Daraquthni dan Ibnu Majah).
46

 

3) Ijma’ 

Berkaitan dengan pembolehan perjanjian gadai ini, jumhur ulama 

juga berpendapat boleh dan mereka tidak pernah berselisih pendapat 

mengenai hal ini. Jumhur ulama berpendapat bahwa disyari’atkan pada 

waktu tidak bepergian maupun pada waktu bepergian, berdasarkan 

kepada perbuatan Rasulullah Saw.
47
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4. Rukun dan Syarat Rahn 

Ada beberapa syarat dalam rukun dan syarat rahn yaitu sebagai berikut:
48

 

a. Ijab Qabul (sighat) 

Hal ini dapat dilakukan baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, 

asalkan di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai di 

antara para pihak. Sebab, gadai merupakan perjanjian yang 

melibatkan harta sehingga perlu dimanifestasikan dalam bentuk 

pernyataan tersebut seperti halnya jual beli, karena gadai sendiri itu 

tak jauh berbeda dengan akad jual-beli.  

b. Orang yang bertransaksi (Aqid)  

Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi orang-orang yang 

bertransaksi gadai yaitu Rahin (pemberi gadai) 

dan Murtahin (penerima gadai) adalah telah dewasa, berakal sehat, 

dan atas keinginan sendiri. 

c. Adanya barang yang digadaikan (Marhun) 

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk barang yang akan 

digadaikan oleh  Rahin (pemberi gadai) adalah dapat 

diserahterimakan, bermanfaat, milik  Rahin  secara sah, jelas, tidak 

bersatu dengan harta lain, dikuasai oleh Rahin, dan harta yang tetap 

atau dapat dipindahkan. Dengan demikian barang-barang yang tidak 

dapat diperjual-belikan tidak dapat digadaikan. 
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d. Hutang (Marhun Bih) 

Menurut ulama Syafiiyah syarat sebuah hutang yang dapat dijadikan 

hak atas gadai adalah berupa hutang yang tetap dapat dimanfaatkan , 

hutang tersebut harus lazim pada waktu akad, hutang harus jelas dan 

diketahui oleh Rahin dan Murtahin. 

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.68/DSN-

MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily adalah:
49

 

1. Ketentuan umum rahn tasjily  

Rahn tasjily adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang, 

dengan kesepakatan bahwa diserahkan kepada penerima jaminan 

(murtahin) hanya bukti sah kepemilikannnya, sedangkan fisik barang 

jaminan tersebut (marhun) tetap berada dalam penguasaan dan 

pemanfaatan pemberi jaminan (rahin). 

2. Ketentuan Khusus 

a. Rahin menyerahkan bukti sah kepemilikan atau sertifikat barang yang 

dijadikan jaminan (marhun) kepada murtahin. 

b. Penyerahan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau 

sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke 

murtahin. 

c. Rahin memberikan wewenang (kuasa) kepada murtahin untuk 

melakukan penjualan murtahin untu melakukan penjualan marhun, 
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baik melalui lelang atau di jual ke pihak lan sesuai prinsip syariah, 

apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya. 

d. Pemanfaatan barang marhun oleh rahin harus dalam batas kewajaran 

sesuai kesepakatan. 

e. Murtahin dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan 

barang marhun (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang 

ditanggung oleh rahin, berdasarkan akad Ijarah. 

f. Besaran biaya sebagaimana dimaksud huruf (e) tersebut tidak boleh 

dikaitkan dengan jumlah utang rahin kepada murtahin. 

g. Selain biaya pemeliharaan, murtahin dapat pula mengenakan biaya lain 

yang diperlukan pada pengeluaran yang riil. 

h. Biaya asuransi rahn tasjily ditanggung oleh rahin. 

3. Ketentuan Penutup 

a. Jika terjadi perselisihan (persengketaan) di antara para pihak, dan tidak 

tercapai kesepakatan di antara mereka maka penyelesaiannya 

dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional atau melalui 

Pengadilan Agama. 

b. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di 

kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan 

disempurnakan sebagaimana mestinya.  
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D. Asuransi Syariah  

1. Prinsip-Prinsip Operasional Asuransi Syariah  

Karnaen Purwaatmaja mengemukakan prinsip-prinsip asuransi 

takaful yang sama, namun beliau menambahkan satu prinsip dari prinsip 

yang telah ada yakni menghindari unsur-unsur , riba, gharar dan maisir. 

Sehingga terdapat 4 prinsip-prinsip asuransi syariah, yakni :
50

 

a) Saling tanggung jawab, 

b) Saling kerja sama atau saling menanggung, 

c) Saling melindungi penderitaan satu sama lain,  

d) Menghindari unsur riba, gharar dan maisir.  

Asuransi harus dibangun diatas fondasi dan prinsip dasar yang kuat 

serta kokoh. Dalam hal ini, prinsip dasar asuransi syari'ah ada sepuluh, 

yaitu tauhid, keadilan, tolong menolong, kerja sama, amanah, kerelaan, 

kebenaran, larangan riba, larangan judi, dan larangan gharar.
51

 

2. Sistem Operasional Asuransi Kerugian Syariah 

1) Konsep Takafuli (Tolong-Menolong) 

Dalam konsep asuransi kerugian, sebenarnya lebih 

mempresentasikan hadits Nabi yang menjadi dasar konsep asuransi 

syariah. Yaitu surat ( Q.S Al-Maa’idah [5] ayat 2). 
52
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                     

                    

                     

                  

                      

                        
 

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan 

bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, 

dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu 

orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari 

kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah 

menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah 

sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka 

menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat 

aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam 

(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong 

dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada 

Allah, Sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya. 

 

Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda:  
يَانِ يَشُدُّ بَ عْضُوُ بَ عْضًا  الْمُؤْمِنُ للِْمُؤْمِنِ كَالْبُ ن ْ

“Mukmin terhadap mukmin yang lainnya seperti bangunan 

memperkuat satu sama lain. (Shahih Muslim).” 
53

  

 Pada hadis riwayat Bukhari yang lain. 
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هِمْ، مَثَلُ الَْْسَدِ، إِذَا اشْتَكَى مِنْوُ عُضْوٌ  مَثَلُ الْمُؤْمِنِيَن فِ تَ وَادِّىِمْ، وَتَ عَاطفُِهِمْ، وَتَ راَحُُِ
ى هَرِ وَالُْْمَّ  تَدَاعَى سَائرُِ الَْْسَدِ باِلسَّ

”orang-orang mukmin dalam kecintaan dan kasih sayang 

mereka seperti satu badan. Apabila salah satu anggota badan itu 

menderita sakit,maka seluruh badan merasakannya.(HR. Muslim).”
54

 

2) Perjanjian (Akad) 

Akad yang mendasari kontrak asuransi syariah (kerugian) 

adalah akad tabbarru‟, di mana pihak pemberi ikhlas memberikan 

sesuatu (kontribusi/premi) tanpa ada keinginan untuk menerima apa 

pun dari orang yang menerima, kecuali hanya mengharapkan 

keridhaan Allah.
55

 

Konsep perjanjian (akad) yang berlaku di Takafuli Group 

secara internasional, baik di Takaful Malaysia, Takaful Jeddah,Takaful 

Jeddah, Takaful Brunai, Bangladesh, maupun Takaful Indonesia, 

adalah kontrak (perjanjian) yang didasarkan pada prisip al-

mudharabah. Perusahaan (mudharib) mengumpulkan kontribusi 

Takaful (ra‟sul mal) dan mengelola dengan berbagai kelas (tahapan 

saling menanggung) pada Takaful umum termasuk investasi dari dana 

kontribusi. Peserta sebagai kontribusi Takaful sebagai tabarru‟ yang 

secara khusus bertujuan menolong sesama peserta yang tertimpa 

musibah tertentu atau kemalangan. Dan perjanjian tersebut juga 

menetapkan pembagian surplus (profit) antara peserta dan perusahaan, 
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yang muncul dari bisnis Takaful Umum (general incirance) 

sehubungan dengan prinsip al-mudharabah.
56

   

Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) berpendapat bahwa dana 

yang sudah diikhlaskan sebagai tabarru‟, tidak boleh pada saat 

bersamaan ada akad mudharabah (bagi hasil), karena ada kaidah 

syara’ yang tidak membenarkan ada dua akad dalam satu perjanjian. 

Dalam fatwa DSN-MUI dengan jelas mengatur ketentuan dalam akad 

tijarah dan akad tabarru‟ adalah sebagai berikut:
57

 

a) Jenis akad tijarah dapat diubah menjadi akad tabarru‟ bila pihak 

yang tertahan haknya dengan rela melepaskan haknya sehingga 

menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan 

kewajibannya. 

b) Jenis akad tabarru’ tidak dapat diubah menjadi jenis akad tijarah.
58

 

3. Manfaat  Asuransi Kerugian Syariah 

Manfaat takafuli bagi peserta akan diperoleh apabila terjadi hal-hal 

berikut: 
59

 

1) Dapat dirasakan oleh semua peserta yang ditakdirkan Allah mendapat 

musibah kerugian, kecelakaan, kebakaran, kehilangan, dan atau 

musibah lainnya yang di-cover. Pada saat itulah peserta lainnya 

melalui dan tabarru‟ ikut menangung resiko melalui sharing of risk. 
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2) Diperoleh setelah masa kontrak berakhir. Apabila peserta belum 

pernah mendapat klaim dan tidak membatalkan pertanggungannya, 

maka akan mendapat bagi hasil bila ada surplus underwriting sebesar 

skim mudharabah yang diperjanjikan.  

E. Prinsip Syariah 

Ada tiga pilar pokok dalam ajaran Islam dalam hubungan dengan sang 

pencipta (habluminallah) maupun dalam hubungan sesama manusia 

(hablumminannas), yaitu sebagai berikut :
60

 

1. Aqidah adalah komponen ajaran islam yang mengatur tentang keyakinan 

atas keberadaan dan kekuasaan Allah sehingga harus menjadi keimanan 

seorang muslim dalam melakukan berbagai aktivitas dimuka bumi untuk 

mendapatkan keridhoan Allah swt sebagai khalifah yang mendapat 

amanah dari Allah. 

2. Syariah adalah komponen ajaran islam yang mengatur tentang kehidupan 

seorang muslim baik dalam bidang (habluminallah) maupun dalam 

bidang muamalah (hablumminannas) yang merupakan aktualisasi akidah 

yang menjadi keyakinan. 

3. Akhlaq adalah landasan prilaku dan kepribadian yang akan mencirikan 

dirinya sebagai seorang muslim yang taat berdasarkan syariah dan aqidah 

yang menjadi pedoman hidupnya sehingga disebut memiliki akhlaqul 

karimah. 
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Prinsip  Syariah  dalam  kegiatan  penghimpunan  dana, pembiayaan  

dan  kegiatan  jasa lainnya  adalah  kegiatan usaha yang tidak mengandung 

unsur:  

1) Riba 

Riba yaitu pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli 

maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan 

prinsip muamalat dalam Islam. Wahbah az-Zuhaili mengatakan 

bahwa pengertian riba dari sisi syara’ ialah penambahan dalam 

perkara-perkara tertentu.
61

 

Definisi ulama’ Mazhab Hambali. Kitab al-kanz (Mazhab Hanafi) 

mendefinisikan riba sebagai “kelebihan suatu harta tanpa penggantian 

di dalam suatu kontrak pertukaran harta dengan harta”. Maksudnya 

ialah kelebihan harta walaupun kelebihan itu dalam bentuk hukum 

saja.
62

 

Az-Zuhaili mengatakan, ada dua jenis riba yang diharamkan dalam 

islam. Pertama riba an-nasi‟ah, yaitu riba yang diambil kerena si 

peminjam  yang tidak mampu membayar utangnya yang telah jatuh 

tempo. Kedua, riba al-fadl yaitu jual-beli yang terdapat dalam enam 

jenis, yaitu emas, perak,gandum,syair (sejenis gandum) garam, dan 
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buah kamar.
63

 Padahal allah telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba. 

              

                 

                        

                         

                      

        

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak 

dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan 

syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang 

demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), 

sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah 

menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang 

yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus 

berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah 

diambilnya dahulu  (sebelum datang larangan), dan urusannya 

(terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), 

maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal 

di dalamnya. (Al-Baqarah :275).
64

 

 

2) Maisir (Judi/Untung-Untungan) 

Maisir pada umumnya adalah judi. Prinsip berjudi adalah 

terlarang, baik itu terlibat secara mendalam maupun hanya 

berperan sedikit saja atau tidak berperan sama sekali, lalu 
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mengharapkan keuntungan semata (misalnya hanya mencoba-coba) 

di samping itu sebagian orang-orang yang terlibat melakukan 

kecurangan. Kita mendapatkan apa semestinya kita tidak dapatkan, 

atau menghilangkan suatu kesempatan.
65

 

                    

                   

                   

          

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. 

Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa 

manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari 

manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka 

nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah 

menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir, (Al-

Baqarah:219).
66

 

3) Gharar (Ketidakpastian) 

Definisi gharar menurut mahzab Imam Safi’i seperti yaitu 

apa-apa yang akibatnya tersembunyi dalam pandangan kita dan 

akibat yang paling mungkin muncul adalah yang paling kita 

takuti.
67

 Gharar terjadi apabila, kedua belah pihak (misalnya: 

peserta asuransi, pemegang polis,dan perusahaan) saling tidak 

mengetahui apa yang akan terjadi, kapan musibah akan menimpa, 
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apakah minggu depan, tahun depan, dan sebagainya. Ini adalah 

suatu kontrak yang dibuat berasaskan pengandaian (ihtimal) 

semata. Jika kedua belah pihak saling meridhai, kontrak tadi secara 

zatnya tetap termasuk dalam katagori bay‟ al-gharar yang 

diharamkan. Walupun nisbah/persentase atau kadar bayaran telah 

ditentukan agar peserta asuransi/pemegang polis maklum, ia tetap 

juga tidak tahu, kapankah musibah akan terjadi di sinilah gharar 

terjadi.
68

 

4) Zalim,   

Zalim yaitu  transaksi  yang  menimbulkan  ketidak adilan bagi 

pihak lainnya.
69

 

Al-Quran Al-Anbiyaa 21 ayat 16 

                        

Artinya: Dan tidaklah Kami ciptakan Iangit dan bumi dan segala 

yang ada di antara keduanya dengan bermain-main.
70
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BAB III 

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

A. Gambaran Umum PT. Pengadaian Syariah 

1. Sejarah singkat PT. Pengadaian Syariah 

Keberadaan pegadaian syariah pada awalnya didorong oleh 

perkembangan dan keberhasilan lembaga-lembaga keuangan syariah. Di 

samping itu, juga dilandasi oleh kebutuhan masyarakat indonesia terhadap 

hadirnya sebuah pegadaian yang menerapkan prinsip-prinsip syariah. 

Pegadaian syariah yang pertama kali beroperasi di Indonesia. Hadirnya 

pegadaian syariah sebagai sebuah lembaga keuangan formal yang 

berbentuk unit dari perum pegadaian di Indonesia merupakan hal yang 

menggembirakan. Pegadaian syariah bertugas menyalurkan pembiayaan 

dalam bentuk pemberian uang pinjaman kepada masyarakat yang 

membutuhkan berdasarkan hukum gadai syariah.
71

 

Sampai saat ini, baru ada lima lembaga keuangan yang tertarik 

untuk membuka pegadaian syariah. Perum pegadaian adalah salah satu 

lembaga yang tertarik untuk membuka produk berbasis syariah ini. 

Bekerja sama dengan Bank Muamalat, pada awal September 2003 

diluncurkan gadai berbasis syariah bernama PegadaianSyariah. 

Karakteristik dari pegadaian syariah adalah tidak ada pungutan berbentuk 

bunga. Dalam konteks ini, uang ditempatkan sebagai alat tukar, bukan 

sebagai komoditi yang diperjualbelikan. Tetapi, mengambil keuntungan 
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dari hasil imbalan jasa yang ditawarkan. Sedangkan empat lainnya adalah 

perbankan syariah yang membuka kantor pegadaian sendiri, yaitu Unit 

Layanan Gadai Bank Syariah Mandiri, Bank Danamon, BNI Syariah, dan 

Bank Jabar Syariah.
72

 

Bank Muamalat Indonesia (BMI) bekerja sama dengan Perum 

Pegadaian yang berbentuk aliansi (musyarakah). BMI sebagai 

penyandang dana, sedangkan Perum Pegadaian sebagai pelaksana 

operasionalnya. Bank Syariah Mandiri mengeluarkan jasa gadai dengan 

mendirikan Gadai Emas Syariah Mandiri. Pada dasarnya jasa gadai emas 

Syariah dan konvensional tidak berbeda jauh dalam bentuk pelayanannya, 

yang membedakan hanyalah pada pengenaan biaya. Pada gadai emas 

konvensional, biaya adalah bunga yang bersifat akumulatif. Sedangkan 

biaya gadai syariah hanya ditetapkan sekali dan dibayar di muka.
73

  

2. Sejarah Berdirinya PT. Pegadaian Syariah Cabang Kota Bengkulu 

Berkembangnya lembaga keuangan di Indonesia Pengadaian juga 

telah mengalami perkembangan yang begitu pesat, begitu juga dengan 

telah berdirinya pengadaian syariah di kota Bengkulu yakni pengadaian 

syariah cabang simpang skip memiliki 5 unit pengadaian syariah (UPS) 

yaitu, bapak Ramlan Kholil,SE, dan cps simpang skip memiliki 5 unit 

pengadaian syariah (UPS) yaitu UPS Semangka, UPS Kampung bali, 

UPS Penurunan, UPS Unib belakang.
74
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3. Visi Dan Misi PT. Pegadaian Syariah 

Visi dan Misi PT. Pegadaian Syariah adalah sebagai berikut :
75

 

1) Visi  

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu 

menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang 

terbaik untuk masyarakat menengah kebawah. 

2) Misi  

a. Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan 

selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan 

menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. 

b. Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang 

memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian 

dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap 

menjadi pilihan utama masyarakat. 

c. Membantu Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan 

usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan. 

4. Produk  Investasi PT. Pegadaian Syariah 

Pegadaian Syariah Kendal menawarkan beberapa produk, yaitu: 
76

 

1)  Rahn  

Rahn adalah produk jasa gadai yang berlandaskan pada 

prinsip-prinsip syariah, dimana nasabah hanya akan dipungut biaya 
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administrasi dan ijaroh (biaya jasa simpan dan pemeliharaan 

barang jaminan). 

2) Arrum BPKB 

Arrum adalah skim pinjaman berprinsip syariah bagi para 

pengusaha mikro dan kecil untuk keperluan pengembangan usaha 

dengan sistem pengembalian secara angsuran dan menggunakan 

jaminan BPKB motor/mobil. 

3) Mulia  

Mulia adalah Pembiayaan emas batangan. 

4) Amanah  

Pembiayaan Amanah dari Pegadaian Syariah adalah 

pembiayaan kendaraan bermotor. 

5) Remittance 

Remittance adalah kirim/terima uang tanpa rekening. 

6) Multi Payment 

Multi payment adalah bayar angsuran, bayar tagihan,beli pulsa. 

7) Arrum Haji 

Arrum haji adalah pembiayaan porsi haji. 

8) Tabungan Emas 

Cara mudah punya emas. 
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5.  Struktur Organisasi PT. Pegadaian (persero) Cabang Syariah Simpang Sekip Bengkulu 

Tabel 3.1 

STRUKTUR ORGANISASI PT. PEGADAIAN (PERSERO) SYARIAH CABANG SIMPANG SEKIP BENGKULU
77
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Browsur Struktur Organisasi PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Bengkulu 

Pemimpin Cabang 

Supriyadi, SE 

Pengelola UPS  

Pasar Singkut 
Satra Pratama. W 

Kasir 

Priyo Septiadi 

   Tenaga Security 
1.Angga Apriansyah 

2.Trisanto 

3. Zakariah 
4. Habibullah 

Pengelola UPS  

Tabah Camelah 
Rahmad Doni, SE 

Kasir  

Edo Madiansyah 

   Tenaga Security 
1. Ari Wibowo 
2. Ari Yanto 

3. Andika Sutawinata 

4. Al Toni Alamsya  

Office boy 

Andika Pratama 

Driver 

Candra Nata  

   Tenaga SeCurity 
1. Elvia Suzilli. K 

2. Hendra Saputra 
3. Leo Kapisa  

4. Widia Tetuko 

Kasir Cabang  

Muhammad Komang 

Majiddin 

Pengelola Agunan  

Ahmad Wasik 

Penaksir Cabang 

Zulkifli, SH 

Tenaga Security 

Aldil Fitri 

Kasir  

Hermika Lindayani 

Pengelola UPS  

Penurunan  
Sari anggaraini S.pdi 

   Tenaga Security 

Pangeran Diponegoro 

   Tenaga Security 

1. Makbul Zunedi  

2. Dedi Susanto 
3. Andi Syaputra  

Kasir  

Solikin, SE 

Kasir  

Donny Osmos 

Pengelola UPS  

Timur Indah 

Redi Vanhar, S. SI 

Pengelola UPS  

Semangka  
Barbara Susyanto 

    Tenaga Sucurity 
1. Wasis 

2.Joko Ardiansya  

3.Kusnadi 
. 

Pegelola UPS 

Merasi 

Tan. Malaka, Amd 
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B. Gambaran Umum PT. Jasaraharja Putera 

1. Sejarah Singkat PT. Jasaraharja Putera  

Didirikan sejak tanggal 27 Nopember 1993 , PT Asuransi 

Jasaraharja Putera sebelumnya dikenal dengan nama PT Aken Raharja. 

Perubahan nama dari PT. Aken Raharja Menjadi PT. Asuransi 

Jasaraharja Putera dilakukan pada tahun 1993 dalam rangka memenuhi 

peraturan pemerintah dalam hal deregulasi permodalan perusahaan 

asuransi berkaitan dengan masuknya yayasan dana pensiun  Jasa 

Raharja sebagai pemegang saham perusahaan.  Dengan bergabungnya 

PT.  Asuransi Jasa Raharja, sebuah badan usaha milik negara yang 

bergerak dibidang asuransi sosial dan bernaung di bawah departemen 

Keuangan, sebagai pemegang saham mayoritas, perusahaan memasuki 

babak baru dan semakin memperkokoh posisinya dalam industri 

asuransi di Indonesia.
78

 

Sesuai dengan anggaran dasar perusahaan, PT. Asuransi 

Jasaraharja Putera memberikan layanan asuransi kerugian dalam arti 

yang seluas luasnya, termasuk didalamnya kegiatan usaha Surety 

Bond.  PT. Asuransi  Jasaraharja Putera merupakan salah satu diantara 

sedikit perusahaan asuransi di Indonesia yang aktif dalam 

pembangunan layanan Surety Bond sebagai salah satu jenis produk 

baru di Indonesia dalam prospek yang cerah.
79

 

                                                           
78

 Browsur PT. Jasaraharja Putera Syariah 
79

 www. Insuransejp.co.id.com 



58 

 

 
 

Semakin kembangan ekonomi syariah di Indonesia, akan tetapi 

juga merupakan tantangan karena sebagian besar penduduk Indonesia 

penganut agama Islam. Sejalan dengan keinginan untuk melayani dan 

memenuhi permintaan nasabah khususnya asuransi yang berbasis 

syariah. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-

185/KM.10/2012 tanggal 23 April 2012 JP-Insurance telah 

mendapatkan izin untuk melaksanakan bisnis unit syariah. Dengan 

adanya izin usaha unit syariah ini JP-Insurance selain dapat 

memberikan pelayanan asuransi berbasis konvensional, juga dapat 

memberikan alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan produk dan 

layanan asuransi berbasis syariah.
80

  

2. Sejarah Singkat PT. Jasaraharja Putera Kantor Cabang Begkulu 

PT. Jasaraharja Putera Syariah di Bengkulu yang beralamat di jalan 

S. Parman Kota Bengkulu berdiri pada tanggal 24 agustus 2007 yang 

pada awalnya PT. Jasaraharja Putera kantornya masih berada di kantor 

PT. Jasaraharja yang beralamat di jalan Padang Jati Kota Bengkulu. 

karena, PT. jasaraharja adalah produknya hanya satu yaitu hanya untuk 

melindungi asuransi kecalakaan bagi sluruh masyarakat. Sedangkan 

PT. Jasaraharja Putera adalah anak dari perusahaan PT. Jasaraharja  

yang lebih lengkap produknya.
81
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3. Visi dan Misi PT. Jasaraharja Putera 

Visi dan Misi PT. Jasaraharja Putera adalah sebagai berikut:
82

 

1) Visi 

Menjadi Perusahaan Asuransi Terkemuka di Indonesia.  

to be the foremost insurance company in Indonesia. 

2) Misi 

Menyediakan Produk Tepat Guna Dengan Pelayanan Prima 

to provide appropiate products with excellent service. 

4. Produk Investasi PT. Jasaraharja Putera Syariah 

PT. Jasaraharja Putera syariah mempunyai produk  ungulan 

sebagai berikut:
83

 

1) Asuransi Kendaraan Bermotor (JP-ASTOR) Syariah       

JP-ASTOR syariah menjamin risiko-risiko kerusakan dan atau 

kehilangan dari kendaraan itu sendiri, assesories kendaraan, 

tanggung jawab hukum kepada pihak ke III (apabila kendaraan 

anda menabrak pihak lain). Risiko kecelakaan pada penumpang, 

pengemudi atau tanggung jawab hukum kepada penumpang. 

2) Asuransi Kecelakaan Diri (JP-ASPRI) Syariah 

JP-ASPRI Syariah memberikan perlindungan bagi anda, orang-

orang yang anda sayangi, karyawan anda ataupun rekan-rekan 

anda dari risiko kecelakaan, karena JP-ASPRI syariah tidak 
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hanya melindungi di tempat kerja atau di sekolah, tetapi selama 

24 jam dimana saja berada. 

3) Asuransi Kebakaran (JP-GRAHA) Syariah 

JP-GRAHA adalah asuransi yang melindungi asset bangunan dan 

harta benda didalamnya dari kerugian dan kerusakan akibat 

kebakaran atau peristiwa lain yang dijamin oleh polis dan 

perluasannya. Apapun asset baik itu rumah tinggal, tempat usaha, 

kantor maupun pabrik, besar maupun kecil. Asuransi 

pengangkutan syariah. 

4) Asuransi Rekayasa (CAR) Syariah 

CAR adalah jenis asuransi yang menjamin kerugian karena 

kerusakan fisik yang diderita tertanggung selama pelaksanaan 

proyek pekerjaan teknik sipil (umumnya). Kerusakan dan 

kerugian yang dijamin adalah sifatnya tiba-tiba, tidak terduga 

dan terjadi di site (lokasi proyek). 

5) Asuransi Industial All Risk (IAR) Syariah 

IAR adalah jenis asuransi yang paling popular dibandingkan 

dengan jenis asuransi lainnya, karena Menjamin semua risiko 

kerugian kecuali beberapa risiko saja yang tercantum dalam 

pengecualian. Sedangkan IAR sama seperti PAR tetapi lebih 

kepada risiko industri (Industrial All Risks). Memberikan 

perlindungan dalam bidang : 
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a. Kebakaran (FLEXAS) : akibat kebakaran, sambaran petir, 

ledakan, kejatuhan pesawat terbang, dan asap. 

b. Kerusuhan, pemogokan, huru-hara, perbuatan jahat, sabotase. 

c. Tertabrak kendaraan : akibat tertabrak kendaraan, termasuk 

kendaraan yang dimiliki tertanggung sendiri. 

d. Banjir (Optional): akibat angin topan, badai, banjir, dan 

kerusakan akibat air. 

e. Gempa Bumi (Optional): akibat gempa bumi, letusan gunung 

berapi, dan tsunami, termasuk kebakaran dan ledakan akibat 

gempa bumi. 

f. Bussiness Interuption/gangguan usaha (optional): menjamin 

kehilangan keuntungan perusahaan akibat gangguan usaha 

yang disebabkan oleh kerusakan atau kerugian fisik oleh suatu 

risiko yang dijamin dalam bagian 1 (kerusakan material). 

g. machinery breakdown/kerusakan mekanik (optional): 

menjamin kerusakan mesin yang disebabkan oleh kerusakan 

atau kekacauan mekanik yang mungkin terjadi seperti, 

kesalahan material, kesalahan pengoperasian, kecerobohan 

atau kelalaian, kekurangan air, oli atau karena korsleting 

listrik. 
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6) Asuransi Gempa Bumi Syariah 

Asuransi gempa bumi syariah adalah bentuk asuransi property 

yang membayar pemegang polis pada saat terjadi gempa yang 

menyebabkan kerusakan pada property. 

7) Asuransi Property All Risk (PAR) Syariah 

Property All Risks (PAR)  memberikan perlindungan asuransi 

menyeluruh untuk property atau bangunan dan isi (peralatan dan 

perlengkapan) dari segala jenis risiko kerugian seperti kebakaran, 

kemalingan, kerusuhan, huru-hara, banjir, angin topan, gempa 

bumi, tsunami, dan risiko kerugian lainnya. 
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5.   Struktur Organisasi PT. Jasaraharja Putera Cabang  Bengkulu 

Tabel 3.2 

STRUKTUR ORGANISASI PT. JASARAHARJA PUTERA SYARIAH CABANG BENGKULU
84
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KEPALA CABANG 

            Dra. Adiatri HY,AAIK 
 

KEPALA SEKSI OPERASIONAL 

Risman, S.Komp 

STAF SEKSI OPERASIONAL 

 

DERY Putra, S.Sos 

I Kade Dwi Mahendra, SE 

Agil Fadilla, SH 

Masfirsyah, S.Sos 

KEPALA KLAIM 

Bayu Ansofa, SH.MM 

KEPALA KEU &ADM 

Afriyani. SE 

KASIR 

Dwi Ayu Pritawaty, S,Si 

STAF 

Agus Setiyadi 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Mekanisme Pelaksanaan  Akad Wakalah Bil Ujrah  Oleh PT. 

Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu 

Dengan PT. Jasaraharja Putera Kantor Cabang Bengkulu 

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Muhammad Komang 

Majiddin selaku kasir pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang 

Simpang Sekip Bengkulu mengatakan bahwa: 

“Jika nasabah ingin menggunakan pelaksanaan akad wakalah bil 

ujrah  nasabah harus menggunakan produk amanah yaitu 

pembelian kendaraan motor maupun mobil dengan sistem kredit 

atau angsuran dengan melalui beberapa prosedur. Dalam 

pelaksanaan produk amanah nasabah harus  memenuhi beberapa 

kriteria diantaranya: (1) Nasabah sudah menjadi karyawan tetap 

suatu instansi pemerintahan atau perusahaan dengan syarat: 

minimal bekerja selama 2 tahun sudah di tetapkan sebagai 

karyawan tetap dengan membuktikan SK pengangkatan awal dan 

Sk pengakatan akhir, fotokopi KTP dan KK , fotocopy buku 

nikah (jika sudah menikah), fotocopy orang tua (jika belum 

menikah), slip gaji 3 bulan terakhir yang dilegalisir, rekomendasi 

atasan. (2) Nasabah yang memiliki usaha mikro dengan 

melampirkan persyaratan: fotocopy KTP dan KK, fotocopy 

rekening listrik, fotocopy buku nikah, fotocopy usaha minimal 

dari kelurahan, pas foto, dan nasabah harus mengetahui harga 

onderup rencana kendaraan yang ingin dibeli karena pegadaian 

tidak selalu mengetahui biaya kendaraan.”
85

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas  dapat dianalisis bahwa ada 

beberapa produk dalam PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang 

Sekip Bengkulu salah satunya adalah produk amanah. PT. Pegadaian 
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(Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu menetapkan 

persyaratan produk amanah  tersebut kepada nasabah yang bekerja sebagai 

karyawan tetap dengan memenuhi beberapa persyaratan, namun berbeda  

dengan persyaratan yang harus dilengkapi  untuk nasabah yang memiliki 

usaha mikro. Sesudah melengkapi semua persyaratan yang  ditentukan 

kemudian nasabah menyerahkan kepada kasir  PT. Pegadaian (Persero) 

Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu. Kemudian setelah kasir PT. 

Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu menerima 

semua dokumen dari nasabah lalu pihak PT. Pegadaian Syariah melakukan 

analisa kredit bersama tim analis tentang kebenaran dokumen yang 

dilampirkan oleh calon nasabah dalam penggunaan produk amanah.  

PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu 

melakukan pengecekan kebenaran dokumen bersama tim analis. Apabila, 

tim analis menemukan kebenaran dokumen maka, pihak  PT. Pegadaian 

(Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu mengkonfirmasikan 

kepada nasabah untuk penyelesaian administrasi dalam produk amanah. 

Namun, jika pihak tim analis tidak menemukan kebenaran dari dokumen 

calon nasabah maka, dokumen tersebut ditolak dan tidak dapat di proses 

oleh PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu 

karena adanya unsur kebohongan. Muhammad komang juga mengatakan:  

 “Ada beberapa biaya administrasi yang harus diselesaikan oleh 

nasabah pada saat ingin  menggunakan produk amanah yaitu : (1) 

Nasabah membayar DP kendaraan motor minimal 20 %. (2) 

Nasabah membayar biaya administrasi seperti: biaya asuransi 
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kerugian kendaraan motor  yaitu asuransi kerugian PT. 

Jasaraharja Putera Syariah, biaya adminstrasi EJK, biaya 

notaries”.
86

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa terdapat biaya-biaya 

yang harus diselesaikan oleh nasabah. Setelah, nasabah menyelesaikan 

admisnitrasi maka, pihak PT. pegadaian bersama nasabah membeli 

kendaraan tersebut secara bersama sesuai dengan keinginan nasabah yang 

telah disepakati.  

Berdasarkan wawancara kepada Bapak Ahmad Wasik selaku 

Pengelola Anggunan PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang 

Sekip Bengkulu.  

“Jika nasabah sudah membayar semua administarsi, maka, Nasabah 

melakukan penyelesaian akad dengan menandatangani produk 

amanah, yaitu menggunakan akad rahn tasjili (jaminan dalam 

bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut tetap 

berada dalam penguasaan atau pemanfaatan). Prinsip dasar rahn 

tasjily adalah besaran biaya asuransi pembiayaan rahn tasjili yang 

ditanggung oleh (rahin) adalah riil. Akad rahn tasjily ditentukan 

ketika pengajuan kredit, minimal jangka 1 tahun dan maksimal 

waktu 3 tahun untuk kendaraan motor. Kemudian,  kendaraan 

nasabah nanti akan diasuransikan PT. Pegadaian Syariah kepada 

PT. Jasaraharja Putera Syariah untuk mengasuransikan asuransi 

kerugian syariah atas kendaraan motor nasabah yang disebut 

dengan kehilangan kendaraan atau TLO (Total Loss Only) dengan 

menggunakan akad wakalah. Dengan pembiayaan biaya 

administrasi awal yang harus diselesaikan oleh nasabah untuk 

asuransi kerugian motor sebesar Rp. 70.000,00. Setalah itu saya 

selaku Pengelola Anggunan memberikan kuasa kepada Penaksir 

Cabang untuk membuat surat permohonan kepada PT. Jasaraharja 

Putera. Alasan mengapa produk kita mencoverkan asuransi 

kerugian kendaraan bermotor PT. Jasaraharja Putera Syariah, 
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dikarenakan pihak kita telah bekerjasama dengan PT. Jasaraharja 

Putera Syariah.”
87

 

Wawancara dengan Penaksir Cabang yaitu Bapak Zulkifli mengatakan: 

“Bahwa setelah, pelaksanaan pembiayaan yang dilakukan 

nasabah kepada PT. Pegadaian (persero) cabang Syariah 

Simpang Sekip Bengkulu. Saya sebagai Penaksir Cabang 

membuat surat permohonan pertanggungan kendaraan kredit 

bermotor kepada PT. Jasaraharja Putera Syariah Cabang. 

Bengkulu dengan melampirkan surat permohonan 

pertanggungan kendaraan bermotor, bukti setor pembayaran 

asuransi nasabah, fotocopy KTP nasabah, foto kendaraan 

nasabah. Setelah semua persyaratan telah saya lengkapi. Saya 

memberikan lampiran tersebut kepada Seksi Operasional PT. 

Jasaraharja Putera Syariah Cabang Bengkulu dengan prosedur 

pembukaan peserta Polis Asuransi Kerugian PT. Jasaraharja 

Putera Syariah”.
88

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dianalisis bahwa pada 

saat nasabah sudah menyelesaikan pembiayaan administrasi maka, PT. 

Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu bersama 

dengan nasabahnya melakukan akad perjanjian yaitu akad rahn tasjili. 

Akad rahn tasjily adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi 

barang jaminan tersebut (marhun) tetap berada dalam penguasaan 

pemanfaatan (rahin) dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada 

murtahin. Dengan ketentuan orang yang memberikan jaminan (rahin) 

menyerahkan bukti sah kepemilikan barang kepada orang yang menerima 

(murtahin). Biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang marhun tidak 
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boleh dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diberikan PT. Pegadaian 

(Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu.  

Setelah PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip 

Bengkulu dan nasabah telah selesai melakukan akad perjanjian rahn tasjily 

maka, anggunan kredit nasabah berupa kendaraan motor akan 

diasuransikan pihak PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang 

Sekip Bengkulu kepada PT. Jasaraharja Putera Syariah Cabang Bengkulu 

dengan menggunakan akad wakalah bil ujrah. 

Dalam mewakilkan kepentingan nasabah untuk asuransi kerugian 

syariah atas kendaraan motor PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang 

Simpang Sekip Bengkulu harus melengkapi persyaratan dokumen yang 

diperlukan oleh PT. Jasaraharja Putera untuk pembukaan polis asuransi 

kerugian kendaraan milik nasabah PT. Pegadaian (persero) Cabang 

Syariah Simpang Sekip Bengkulu.  

Bapak Derry Saputra selaku Marketing PT. Jasaraharja Putera 

mengatakan bahwa :  

“Ada beberapa tahapan dalam membuka polis asuransi kerugian 

syariah di PT. Jasaraharja Putera Syariah Kantor Cabang Bengkulu 

sebagai berikut: (1) Adanya surat pengajuan  dari PT. Pegadaian 

(persero) Cabang Syariah Simpang Sekip Bengkulu yang 

mengajukan SPPA (Surat Permohonan Pembukaan Asuransi 

Kerugian Syariah) dengan melampirkan Surat permohonan 

pertanggungan kendaraan bermotor oleh PT. Pegadaian Syariah 

Kantor Cabang Bengkulu, bukti setor pembayaran asuransi yang 

disetor oleh nasabah PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang 

Bengkulu, fotocopy KTP nasabah Pegadaian, foto kendaraan 
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nasabah Pegadaian. Sesudah surat pengajuan diterima PT. 

Pegadaian (persero) Cabang Syariah Simpang Sekip Bengkulu 

melakukan penyetoran premi (sejumlah uang yang harus 

dibayarkan setiap bulannya sebagai kewajiban dari tertanggung 

atas keikut sertaannya di asuransi) ke rekening PT. Jasaraharja 

Putera Syariah Kantor Pusat melalui rekening Bank Syariah 

Mandiri di Jakarta dengan melampirkan foto kendaraan. Pihak PT. 

Pegadaian Syariah harus membyar biaya administrasi asuransi 

kerugian dengan perjanjian akad wakalah bil ujrah yaitu pemberian 

kuasa nasabah kepada pihak asuransi dengan pemberiaan ujrah/fee. 

Setalah semua sudah beres maka kami, menerbitkan polis asuransi 

kerugian syariah PT. Jasaraharja Putera.”
89

 

Pendapat Bapak Agil Fadillah selaku seksi Operasional: 

“Pembiayaan asuransi kerugian syariah PT. Jasaraharja Putera 

Syariah ditetapkan oleh OJK untuk kendaraan roda dua dengan 

Rate 1,76 %/tahun. Di PT. Jasaraharja Putera Syariah Pembiayaan 

atas kendaraaan TLO ( Total Loss Only) akan mengalami 

penyusutan pertahun sebesar 10%  per tahun”. Misalnya, Tuan 

Hery Muryono membeli kendaraan roda dua dengan jenis 

kendaraan Honda Beat Sporty CW Tahun 2017 dengan harga Rp 

15.930.000, dengan pembiayaan kredit selama 3 tahun , tahun I 

 Rp 15.930.000, tahun II Rp 14.337.000, tahun III Rp 12.744.000. 

Dengan perhitungan premi tahun I Rp 280.368, tahun II Rp 

252.331,20, tahun III Rp 224.294,40, biaya polis materai: Rp

 24.000,00. Jadi total premi sebesar Rp. 780.993.60. 
90

 

  

Bapak Risman selaku kepala Seksi Operasional PT. Jasaraharja Putera 

Syariah Cabang Bengkulu mengatakan: “Saat polis berakhir apabila terjadi 

kehilangan kendaraan nasabah maka, tidak menjadi tanggung jawab PT. 

Jasaraharja Putera Syariah, kecuali nasabah ingin memperpanjang asuransi 

kerugian kendaraannya”.
91
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Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat dianalisis bahwa pada saat 

pembukaan polis asuransi kerugian syariah PT. Jasaraharja Putera Syariah 

memberikan beberapa persyaratan dalam pengajuan pembukaan polis asuransi 

kerugian syariah. Setelah, pihak PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang 

Simpang Sekip Bengkulu telah selesai melengkapi persyaratan maka, kedua 

belah pihak antara PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip 

Bengkulu dengan PT. Jasaraharja Putera Syariah Cabang Bengkulu 

melakukan perjanjian akad wakalah bil ujrah yaitu pemberian kuasa nasabah 

kepada pihak asuransi dengan pemberiaan ujrah/fee. Setalah itu pihak PT. 

Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu melakukan 

penyetoran premi (sejumlah uang yang harus dibayarkan setiap bulannya 

sebagai kewajiban dari tertanggung atas keikut sertaannya di asuransi) ke 

rekening PT. Jasaraharja Putera Syariah Kantor Pusat melalui rekening Bank 

Syariah Mandiri di Jakarta dengan melampirkan foto kendaraan nasabah. 

Kemudian diterbitkanlah polis asuransi kerugian syariah. 

B. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Akad wakalah bil 

ujrah pada PT. Pegadaian Syariah Kc. Bengkulu dengan PT. 

Jasaraharja Putera Kc. Bengkulu 

Pendapat Muhammad Komang Majiddin selaku kasir PT. 

Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu bahwa 

pada saat nasabah menyerahkan persyaratan dan telah dinyatakan layak 

untuk mendapakan pinjaman dari PT. Pegadaian Bengkulu. Maka, setelah 

itu nasabah menyelesaikan biaya-biaya administrasi yang diperlukan oleh 
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PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu 

diantaranya biaya adminstrasi EJK dan biaya Notaries. Setelah itu ada 

biaya asuransi untuk anggunan kredit nasabah yaitu biaya asuransi 

kerugian  kendaraan bermotor PT. Jasaraharja Putera Syariah karena pihak 

PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu 

mencoverkan produk dari asuransi kerugian PT. Jasaraharja Putera Syariah 

Cabang Bengkulu. 

Pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan  akad 

wakalah bil ujrah pada PT. Pegadaian Syariah  Bengkulu dengan PT. 

Jasaraharja Putera Kantor Cabang Bengkulu mengandung unsur gharar 

(ketidakjelasan) karena pada saat diawal PT. Pegadaian (Persero) Syariah 

Cabang Simpang Sekip Bengkulu tidak menjelaskan kepada nasabah 

tentang tujuan,manfaat, dan pengelolaan dana dari biaya asuransi tersebut 

yang padahal dana yang diinvestasikan nasabah dimasukan kedalam dana 

Tabarru‟ yaitu dana yang dihibahkan oleh peserta kepada kumpulan 

peserta asuransi syariah dan pengelolaannya diamanahkan kepada 

pengelola dimana dana tersebut akan digunakan untuk menolong setiap 

peserta yang megalami musibah yang dijamin dalam polis.
92

 

 Dalam tinjuan ekonomi Islam seharusnya PT. Pegadaian 

(Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu yang mencoverkan 

produk asuransi kerugian PT. Jasaraharja Putera Syariah harus 
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menjelaskan kepada nasabah tentang biaya asuransi kerugian kendaraan 

tersebut.  

Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah [2]:188 yang berbunyi.  

                        

                     

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta 

sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan 

(janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya 

kamu dapat memakan sebahagian dari pada harta benda orang lain itu 

dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.
93

 

 

Gharar dalam Ekonomi Islam dilarang karena gharar dari segi 

fiqih bersifat penipuan dan tidak mengetahui barang yang diperjual belikan 

dan tidak dapat diserahkan.
94

 Gharar terjadi apabila kedua belah pihak, 

misalnya ( peserta asuransi, pemegang polis,dan perusahaan) saling tidak 

mengetahui apa yang akan terjadi.
95

  

Peneliti mengambil kesimpulan bahwa pihak asuransi dalam hal 

mengelola dana asuransi nasabah tidak terbuka atau transparan yang 

seharusnya sebagai wakil dari nasabah pihak PT. Pegadaian (Persero) 

Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu yang mencoverkan produk dari 

PT. Jasaraharja Putera Syariah Cabang Bengkulu harus menjelaskan 

kepada nasabah tentang dana yang diasuransikan ke asuransi kerugian PT. 

Jasaraharja Putera Syariah secara jelas kepada peserta agar tidak terjadi 
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kesalah pahaman serta untuk menghindari adanya nasabah yang koplen 

terhadap pengelolaan dana asuransi tersebut.    
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang sudah penulis lakukan maka 

penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Mekanisme Pelaksanaan  Akad Wakalah Bil Ujrah  Oleh PT. Pegadaian    

(Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu Dengan PT. 

Jasaraharja Putera Kantor Cabang Bengkulu yaitu nasabah melakukan 

pengajuan atas produk amanah, setelah nasabah melengkapi persyaratan, 

pihak PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu 

melakukan tim analis apakah layak diberikan atau tidak. Setelah 

dinyatakan layak maka PT. Pegadaian (persero) Cabang Syariah Simpang 

Sekip Bengkulu menyalurkan pembiayaan dana untuk pembelian 

kendaraan bermotor dan melakukan akad perjanjian yaitu akad rahn 

tasjily. Lalu, kendaraan motor nasabah tersebut pihak PT. Pegadaian 

(Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu mengasuransikan 

asuransi kerugian kendaraan motor nasabah kepada PT. Jasaraharja Putera 

Syariah Cabang Bengkulu dengan menggunakan akad wakalah bil ujrah. 

Kemudian PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip 

Bengkulu mewakilkan kepentingan dari nasabahnya untuk asuransikan 

kendaraan nasabah maka, pihak PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang 

Simpang Sekip Bengkulu membuat surat pengajuan untuk permohonan 
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pembukaan polis asuransi kerugian atas kendaraan anggunan kredit motor 

nasabah kepada PT. Jasaraharja Putera Syariah Cabang Bengkulu. Setelah 

pihak PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu 

telah selesai melengkapi persyaratan maka, kedua belah pihak melakukan 

perjanjian akad wakalah bil ujrah yaitu pemberian kuasa nasabah kepada 

pihak asuransi dengan pemberiaan ujrah/fee.  

2. Berdasarkan tinjauan ekonomi Islam dalam mekanisme pelaksanaan akad 

wakalah bil ujrah pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang 

Sekip Bengkulu dengan PT. Jasaraharja Putera Kantor Cabang Bengkulu 

belum sesuai dengan prinsip ekonomi Islam karena masih mengandung 

unsur gharar. Hal tersebut tampak pada saat nasabah mendapatkan produk 

amanah yaitu pembelian kendaraan motor nasabah harus membayar biaya 

adminstrasi atas asuransi kerugian kendaraan kepada PT. Jasaraharja 

Putera dengan menggunakan akad wakalah bil ujrah namun, nasabah tidak 

mendapatkan penjelasan secara jelas mengenai pelaksanaan tersebut. 

seharusnya, pihak PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip 

Bengkulu yang mencoverkan produk asuransi kerugian syariah PT. 

Jasaraharja Putera Syariah harus menjelaskan kepada nasabah secara jelas 

tentang manfaat dan tujuan dari asuransi kerugian atas kendaraan motor 

nasabah. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat memberikan masukan : 

1. Agar pelaksanaan akad wakalah bil ujrah PT. Jasaraharja Putera Syariah 

Kantor Cabang Bengkulu tetap berjalan baik sampai masa yang akan 

datang sebaiknya mencantumkan penentuan mengenai penepatan alokasi 

dana investasi pada ketentuan umum dan khusus polis asuransi kerugian 

PT. Jasaraharja Putera Syariah Cabang Bengkulu, walupun bukan produk 

unit link, tetapi setidaknya peserta tau kemana saja alokasi dana 

investasinya. 

2. sebaiknya, kedua perusahaan tersebut lebih memperhatikan prinsip dasar 

syariah, landasan hukum syariah karena tidak hanya mendapatkan 

keuntungan di dunia saja namun, diharapkan untuk mencapai 

kemaslahatan. 
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